
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2OO7

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
IZIN USAIIA INDUSTRI (IUI)6 TAfiDA DAFTAR II{DUSTRI (TDI)

DATI IZIN PE,RLUASAN (IP)

Menimbang a.

Mengingat

BUPATI ACEH UTARA

bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pemberian izin dibidang
industri, perlu menetapkan tata cara pemberian Izin Usaha Industri
(IUI), Tanda Daftar Industri (mD dan Izin Perhrasan (IP) dipandang
perlu mengatur ketentuan dan tata cara pemberian izin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu
msnstaplen dalam Peraturan Bupati Aceh Utara;

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahm 1956 tentang Pembenhrkan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenflrkan Peraturan
Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahwr 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-undang Nomor l1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkmgan Pemerintah
Daerah ;
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12' Keputusan Menteri perinr{ustrian Nomor r4g/M/sw, lrgg5 tentangPenetapan Jenis dan Komoditi lndustri yang froses froduksinya fidakMerusak ataupun Membahafkan Lingk;;; ."**iio.t u"nggunakanSumber Daya Alam Secara ilerlebihan]
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentangPedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah; 

*

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentangpedoman Tata Cara pemeriksaanbiuiaao! n#u,rsi iu".ut ;
15. Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan R.I Nomor 590

I**.t2?2 tenrang Ketentuan dan Tata Cuiu-p?.U".i* Izin UsahaIndustri (IUI1, Tanda Daftar Inaustri gUj aan fzi., f".frusuntlpl;
16. Keputusan Menteri perindustrian Repubrik Indonesia Nomor 07r\4_

I\tP/PfRf?005 tanggal 27 Mei.2O05 ,"","rg p"*,.pan Jenis-jenisIndustri dalam pembinaan masing-masing 6ir"Lo*t Jenderal diLingkungan Departemen perindustriai;

17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang lzin UsahaIndustri (IUf, Tanda Daftar Industri (TDI) aan fzm pe.fuusan tIpl.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KETENTUANDATI TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA ilOUSTNT iTUq,TANDA DAFTAR INDUSTRT (TDr) DAN rzrN inru,uasm opl

BAB I
KETENTUAI\UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yaag dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten

Aceh Utara;
3' lnlustri Bidang Usaha lndustri dan Perusahaan Industri adalah sebagai mana dimaksud

lllum Qun , Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tah.n 2006 tentang izin Usaha Industri(UI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin perluasan (Ip);
4' Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri

yang dapat berbenhrk peror,angal! perusahaan, persekutuan, atau badi hukum yang
berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara;

5. Jenis lndustri adalah hagian^ sesuatu cabang industri yang memp,nyai ciri khusus yang
_ sama dar/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
6. Komoditi industri adalah suatu produk akhii dalam proses produksi dan merupakan bagian

dari jenis industri;
7. Perluasan perusahaan ig{y9tri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan

kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah
diizinkan.

Menetapkan

Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin usaha tndustri yang
selanjutnya disebut IUI;

(1).

Pasgl 2



\2)

(3)

@)

Jenls lnousln tenenu dalam
memperoleh IUl. 

r(elompok rnoustr! Kectl (lll(ecuallkan oarl kewa,llDan unruK
Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil sebr(2 ) mer i pur i sem ua j en i s r nd u srri selagai ;;;.,;;;;lT!fr "J;JJffITi j:ltrH 

Idengan nitai invesrasi perusahaan,setuirhrt;;;;ru;gan 
Rp 200 000.000._ (dua ralusluta rupiah) tidak termasuk lahan dan b.rgr;"" i;;;;;;*1";t erhadap jenis induslri rerrentu ."uugui ,n-unut*i;;ffi'd";r" avat ( .]), cukup dengan TandaDaftar Industri yang setanjutnya ots"iuur rol #';;:;I"ff;., sebagai rUl:

BAB II
PEMIP-|IAN tz lN r SAHA INDUSTRI (rut),TANDA DAFTAR TNDUSTRT (TDri-, 

-,.

DAN rzrN prnr,uasex tri,j

(l) Terhadap semua ienis indusrri daram kerompok industrir kecir sebagaimana dimaksuddalam pasar 2 avat (3) a"ng-- ,;r"i'"i#*J perusahaan seluruhnya di bawahRp' 5 000 000'- (lima ruta rupiah") ridak ,".,,^*'i-"r, dan_ bangunan tempat usaha, tidakwajib memperoleh TDI kecuari uii. ait.r,.ra"r.iit"t p.*.ut uun yang bersangkutan;(2) Terhadap semua jenis rnorrt.i auir.'i.[?olil'i*rstri kecir dengan nlai investasiperusahaan seluruhnya sebesar Rp. s oOo ooo.lifirn

fJi?*:r"*pi.rirtia"r1"*"J,*1,"#ffi il[ll j:llffi Xl"L1]l;,f l,i;l,rr1i".l;
(3) Terhadap semua industri 

. 
dengan nirai investasi perusahaan seruruhnva diatasRp 200 000 000,- (dua ratus juta,ipi"r,iJJnp.'i diio ooooo,i, t."* .i,i- *i,1nl,io"r.termasuk tanah dan bangunan tempa-t usaha wajib memperoleh IUi*-- 

..."r- ,sp,d

Pasal 4
(1)

/)\

(3)

(4)
(5)

Hirjfffffl:lfh 
M oin"'r'kan tahap persetujuan prinsip atau tanpa melarui tahap

Perusahaan industri yang telah memperoleh ILrI daram waktu 3 (tiga) buran terhitung muraitanggal.diterbitkan Ilr wajib mendaitarkan p"*rutr*, ;;1". H;:ffi i*;'""" "''
Persetujuan prinsip diberikan kepada p.*.uh*n inourtri untur. langsung dapat melakukanpersiapan-persiapan dan usaha pembingunaq pengadaan, p"*ur"rg", instarasi peralatandan lain-lain yang diperlukan,
Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial, dan;IUI yang. melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kepada p"*rur,*n' f"ng t"ruh
memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain rrin iot a"ri, irin
Mendirikan Bangunan (IMB), Izin_Undang-Undang Gangguan, Analisis Mengenai Ou,,put
Lingkungan (AMDAI-), Upaya_ pengelolaan Lingkung-an (UKL), Upaya pemantairan
Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabril dan sarana produksi ,".tu t"luh
siap berproduksi.

Pasal 5

Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas
produksi yang telah diizinkan sesuai IIJI yang dimiliki, wajib mempeioleh izin pertuasan.

Pasal 6

(1) IUI, TDI dan IP berlaku selama perusahaan-perusahaan industri yang bersangkutan
beroperasi dengan kewajiban melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun s'ekali selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa pendaftaran ulang,

Pasal 3
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(2)

(r)

(2)

(3)

IUI dan Ip untuk perusahaan
oengan rerenr uJ #;tjffil"!: yit;:\Hlf ,T;-,ili;:i,"1 iLJft fi"iin^:ffi;I I Tahun 1970 tentang penanaman Modrf e.ng a"" i"i"t*n*rnru.

pasal 7
IUI dan TDI diberikan ,rlik 

T1:ins:gasing jenis inrrusrri seperri rercantum dalamLampiran r peraturan ini sesuai 
.Kralifik*r il;-;; Usaha Indonesia Tahun 2000

;iBffitiffirSimaksud datam Kepurusa" nr"riJi"?"rindustrian Rr Nomor 07/l\4_
Bagi komoditi industri vans I

akan ditetapkan lebih la;iu; 
belum ditetapkan jenisnya dalam keputusan ini pada ayat (l)

Komoditi industri sebagiimana dimaksud pada ayat (2), kewenangan pemberian izinnyaoerada pada Dinas perindusrriaq perdagangan a# ii"#.ri Kabupaten Aceh Utara sesuaidengan Tugas dan Kewenangan .u.puiiou-f"i*ru,]liif; ,"rr,

Pasal 8
(l). Bagi perusahaan industri yang:

a jenis industrinya tidak-teriantum pada Surat Keputusan Menteri perindustrian Nomor :148rsRJ,/1995 tentang penetapanlenis komodiii'i.rau$riyang proses produksinya tidak
ff#.#":j1jjJr;mbahavakan" ringr,ngu,',.,ta ridak ;Ass,;;[.I-,,].1". a"r,

b. tidak berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat;

untuk memperoleh IUI harus melalui tahap persetujuan prinsip.

(2\ Bagi perusahaan industri yang .

a berrokasi di Kawasan_Industri/Kawasan Berikat yang memiliki izin, untuk memperolehIUI dapat langsung diberikan tanpa melalui tut ud p..r"tujuun prinsip setelah memenuhiketentuan yang berraku di Kawasan maurtJil**"n Berikat, tetapi wajib membuatsurat pernyataan;

b jenis industrinya tercantum pada Surat Keputusan Menteri perindustrian Nomor :148/sw7lr99s yang berlokasi di dalam atau di lra. ra*ara, Industri/Kawasan Berikatyang memiliki izin, untuk memperoleh tul dapat langsung diberikan tanpa melalui tahappersetujuan prinsip tetapi wajib membuat surat pemyataan.

(t)
Pasal 9

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud daram pasal g ayat (2) wajib memuat ketentuan
mengenai kesediaan perusahaan industri untuk .

a tidak berproduksi komersil sebelum memenuhi segala persyaratan dari instansi lain yang
berkaitan dengan pembangunanpabrik dun ,a.arip.oduksi maupun n"r"rr.", p"rri*",
perundang-undangan yang berlaku ;

b' menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambatJambatnya 4 (empat)
tahun terhitung mulai tUI diterbitkan;

c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat pernyataan yang telah
dibuatnya.

Bentuk surat Pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah Formulir Sp-r pada
Lampiran )OflV Peraturan ini;

(2)
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(3) Pelaksanaan sur{Pgmyahan 
9us, p.I*ahaan industri y.ang berrokasi di Kawasan

IndustrilKawasln e.uikil aip*tui,oi"r, p.*.u haanlpengeroru- ta*uru, Indusrn danhasilnya dilanorkan kepada *Jnll.i au, pejabar yang ditunjuk;(4) Pelaksanaa''s*ut pt[viuun''uu-gi p".usahaan iniustri 
-yangberrokasi di luar Kawasan

, < \ i:Hlyfi:xT#,ffi:l* *'ffi;:?JJE* ffi"i*,- oipan hu 
", 

;h ;;,* p"ii,a,,,t *q(5)' Surat Pernyataan meiupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diterbitkan.

BAB Itr
TATA CARA PERMINTAAN IUI

NIELALUT TAHAP PERSETUTUIN PRINSIP

(1) 
in'r*:l1Tahap 

Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model pm-I pada Lampiran II

Pasal 11

(l)' Permintaan Persetujuan Prinsip diajukan langsung oleh pemohon kepada Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ribupiten Aceh Utara dengan menggunakan
Formulir Model Pm-I pada Lampiran II peraturan ini,

(2) Setelah Formulir Model Pm-I diterima secara lengkap dan benar, Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh lJtara selambat-lambatnya 14
(empat belas) h11 kerja wajib memberikan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan
Formulir Pi-I pada Lampiran XII peraturan ini;

(3) Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang diterima tetapi tidak lengkap atau belum
benar, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh lJtara
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib menolak untuk memberikan
Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Pi-VI pada Lampiran XVIII peraturan
ini;

Pasal 1O

(4). Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang ternyata jenis industrinya termasuk dalam
bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari kerja sejak diterima permintaan Persetujuan Prinsip, Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib mengeluarkan Surat Penolakan
dengan menggunakan Formulir Pi-VI pada Lampiran XVIII Peraturan ini;

(5). Persetujuan Prinsip dapat diubah sesuai dengan permintaan dari yang bersangkutan;

(6) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal
Persetuj uan Prinsip diterbitkan;

(7) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib
menyampaikan informasi kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap t (satu) tahun sekali

(2) Pengajuan permintaan IUI melalui rahag.Persetujuan pnnsip menggunakan FormulirModel PmJII pada Lampiran IV peraturan ini.



pa[ng lamDat paoa tanggat 3t Januafl pada ulnrFormulir Model Pm-n pada Lampiran 1r d;;;r;'j:, :::'l*tlt lensan mensfrunakan
Jenderal Pembina Indusiri vang u"'rrrrekr,"; "'uI4rI lnr oengan tembusan kepadiDirekrur

(8). Persetujuan prinsip ba

",b;;;;ri#il,)"'+t:,:fril"_iii:'-!li,:r:,1hj;rT,,[ff ilJ.5J,;:::]?::pembangunan pabrik dan sarana produksi ..iu i-.rr..rn"rperoleh tt,tl;
(9). Bagi Perusahaan lndustr.

3;[1]#""*ffi j[i?,#ilj;#it#lif 
iTfi 

j#'ffi";lxHi;:ifs;,ffi 
;

Pasal 12
(l)' Bagi perusahaan Industri. yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesaidan telah siap berproduksi a.riJr.t ,",i""iiiffi to"ntuan perundang_undangan yangberlaku' wajib menga juka;r.. p".ri.i*" rui a.rij#r"nr*nukan Formulir Model pm_rrpada Lampiran [V peraturan rnr;

(2) Formulir Model pm-III pada Lampiran IV peraturan ini diajukan rangsung oleh perusahaanIndustri kepada Kepala Dinas_ p.lirorrrrr"r. i".i"gangan dan Koperasi Kabupaten AcehUtara dengan tembusan t epaaa nupati ec.r,'u'*i dan Kepala Dinas perind;strian danPerdagangan provinsi Nanggroe a*i o"*.."r#l''
(3) Kepala Dinas perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat_lambatnva 14 (empat beras) h.ari t.i" ir"t CIi.i.l-Fo.muri, voa.r p.-iripual tu,npi.unIV peraturan ini arau. rembusannya, ,.r.n ,.re"d"k;;'p;;;il.-"i5"io"tlri grn.memastikan telah selesainya pembangunan pab.if a"an su.anu produksi;

(4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat Berita Acara pemeriksaan
(BAP) dengan menggunakan Formulir uoaer ri-iipaaa Lampiran XrII peraturan ini dandilaporkan kepada Bupati Aceh Utara rena repula bina, peiindust.iu, aun ir..augurgunProvinsi Nanggroe Aceh Darussaram selambat-lambatnya 7 rt.:rr,i r,".i Gf setelahpemeriksaan,

(5). Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, perusahaan
y-ang 

- 
bersangkutan dapat membuat surat pemyataan siap berproduksi tomeisit tepaaa

Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi kabupaten Aceh utara dengan
tembusan kepada Bupati Aceh utara dan Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

(6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil
pemeriksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau surat pemyataan iebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi Ka-bupaten
Aceh utara wajib memberikan IUI dengan menggunakan Formulir Model pi-III pada
Lampiran XIV Peraturan ini atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan
pertimbangan belum selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi dengan
menggunakan Formulir Model Pi-VI pada Lampiran XVIII Peraturan ini.
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BAB TV
TATA CARA PERilTINTAAN TUITANpA MELALuT TAnAtpnnsi:tu.ruaN pRrNSrp

Pasal 13(1) Pengajuan permintaan ItrI menggunakan Formurir ygg:l_ Sp I pada Lampiran )o(vPeraturan ini dan Formurir ModJ sp .. pada Lampiran XXv peraturan ini.
(2) 

H$?ffiLtrH,ffi, rzin perruasan menssunakan Formulir Moder sp m pada Lampiran

Pasal 14

(5). Apabila pemegang IUI Model SP VI pada Lampiran XXD( peraturan ini tersebut dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya IUI tidak
menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi semua
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, IIJI tersebut batal dengan sendirinya;

(6) Bagi Perusahaan Industri yang IUI-nya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permintaan ILII yang baru dengan menggunakan
Formulir Model SP I pada Lampiran )oilV Peraturan ini dan Daftar Isiin Formuiir t todet
SP II pada Lampiran XXV Peraturan ini.

(l)' Permintaan IUr bagi jenis industri yang pemberian IUI Tanpa Melalui Tahap persetujuanPrinsip' dilakukan hanya dengan membuai Surat pernyataan dengan menggunakan FormurirModel sP I pada Lampiran ftrv Peraturan iriaur.."ngisi Daftar Isian untuk permintaanIUI dengan menggunakan Formurir rvrooer ip^rir"gl rimpira, xii'peraturan ini yangdiserahkan bersama-sama pada saat permintaan IUi diajukan;

(2)' Formulir Mode{ sP I pada I ampiran xxIV Peraturan ini dan sp II pada Lampiran xxvPeraturan ini sebagaimana dimai<sud ayat (l) d*j;[;, langsung oleh perusahaan Inndustrikepada Kepala Dinas Perindustrian, reidagangu, oun Koperasi Kabupaten Aceh Utara;

(3) selambat-lambatnya 14 (empat 9.]utl hari kerja terhitung sejak diterimanya FormulirModel SP I pada Lampiran >o<rv Peraturan ini,'ip r prairu pru, xxv peraturan inisecara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan KoperasiKabupaten Aceh Utara wajib memberikan IUI dengan menggunakan rormutir Sp vI padaLampiran XXIV peraturan ini;

(4) Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kemajuam
pembangunan pabrik sarana produksi sgtiap t lsatu) tahun sekali paling lambat pada taiggal31 Januari pada tahun berikutnya_ dengan menggunakan Formulii uodet 

'em-rr 
iiaaLampiran III Peraturan ini kepada Kepala Dinas ieiindustrian, perdagangan dan Koperasi

Kabupaten Aceh Utara dengan tembusan kepada Bupati Aceh Utai dan Kepalu bi.,u,
Perindustrian dan Perdagangan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

-t'
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(l)' setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI baik yang Melalui Tahap persetujuan
Prinsip maupun tanpa Persetujuan Prinsip yang melakukan rtrrru*, wajib memperolehIzin Perluasan;

(2)' setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IIr rVlelalui Tahap persetujuan prinsip,
untuk memperoleh Lzin Perluasan yajib menyampaikan rencaru i.auuran industri danmemenuhi persyaratan lingkungan hidup;

(3)' setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI tanpa Melalui Tahap persetujuan
Prinsip sebagaimana dimaksua oa]a1n Pasal 8 ayat (D daram melakukan perluasan wajibmenyampaikan rencana perluasan industri.

BAB V
TATA CARA PER}IINTAAN IZIN PERLUASAN

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

(2)- Pengajuan permintaan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI
tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dilakukan dengan Formulir Model Sp-III pada
Lampiran )C(VI Peraturan ini;

(3) Formulir Model Pm-IV pada Lampiran V Peraturan ini atau SP-m pada Lampiran XXVI
Peraturan ini sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan langsung oleh
Perusahaan Industri yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara;

(1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat melakukan perluasan tanpaterlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, apabila r.tut ut - perluasan yang tercakup dalamlingkup jenis industrinya melebihi 30Yo (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yangdiizinkan, yang hasil produksinya dimaisudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis
industri tersebut dinyatakan tertutup bagi penanaman Modal;

(2) Setiap Perusahaan Industri yang melaksanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib memberitahukan secara tertulis dengan menggunakan Formulir Model pm-IV
pada Lampiran V Peraturan ini atau SP-m pidu Lurnpi.un )o(vl peraturan ini tentang
kenaikan produksinya sebagai akibat dan kegratan perluasan selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan sejak dimulainya produksi kepada K-epala binu, perindustrian, perdagangan danKoperasi Kabupaten Aceh Utara guna dillhkan dengan lzin perluasan oleh Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten iceh Utara.

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI yang akan melaksanakan perluasan dalamlingkup jenis industri yang teicantum da!a1 ful-r;r;, ? iizinkan untuk menambah kapasitasproduksinya sebesar-be:aTyu 30% (tiga pul.uh p..r"ni ii u,u, kapasitas produksi yang diizinkantanpa memerlukan Izin Perluasan sepanjang jenis industrinfa terbuka uugi r;ra*an Modal.

Pasal lE
(1) Pengajuan permintaan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI

Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dilalrukan dengan menggunakan Formulir Model pm-IV
pada Lampiran V Peraturan ini;
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(4)' selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari ke{a sejak diterima Formulir Modet pm-IV padaLampiran IV Peratura' ini ut u-ip-ill prori"ri"ln XXvI p".utrran ini secara lengkapdan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, pe.lauat sebagaiman" Jirrtrra pada ayat (3)waj i b memberi ka n rzin pirluisa, dengan ;;;;d#;n Formuli r :a' Model sP-vII pada Lampiran >oofl p.rit"riu, ini uug, yang IUI-nya Tanpa Melalui_ Tahap persetujuan prinsip;
b 

#r1t|r:*Ir,X1fi 
Lampiran XvI Peraturan ini bagi yang rUr-nya Meralui rahap

BAB VI
TATA CARA PERMINTAAN TDI

Pasal 19
(1) Setiap pendirian Perusahaan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesarRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai i"rgu, nf 

.zoo 
obo ooo,-1Jua ratus juta rupiah)tidak termasuk tanah dan ban'gunan tempat.rru-hu wajib memperoleh mI;

(2)' Perusahaan In{us11i yang telah memperoleh TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulanterhitung mulai diterbitkannya TDI wajib ..nGrt . dalam Daftar perusahaan sesuaiketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun rqstte;ng wajib Daftar perusahaan;

(3) Perusahaan Industri sebagaimana. dimaksud ayat (1) untuk memperoleh TDI tidakdiperlukan Tahap persetujuan prinsip. .J---

pasal 20
Permintaan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan langsung kepada KepalaDinas Perindustrian, Perdagangan dan Ko_p_erasi Kabupaten Aceh uiaratengan mengisiFormulir Model Pdf.I-IK pada Lampiran IXperaturan ini,

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari ke4a sejak diterimanya permintaan TDIsebagaimana dimaksud pada ayat(1) secara 
!9nar dan lengkap, Kepala Dinas perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib iemberikan Tanda Daftar Industri
dengan menggunakan Formulir Model PdflII-IK padalampiran )o(II peraturan ini.

(l)

(2)

BAB VtI
PENOLAKAN/PENUNDAAN TERIIADAP PERMTNTAAN IUI

MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 21

Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan
sebagai berikut :

a. Lokasi pabriktidak sesuai denganyangtercantum dalam Persetujuan prinsip;
b. Jenis Industri tidak sesuai dengan persetujuan prinsip;
c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal l1 ayat(7)tigakali benuru*t-turut;
d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Kepala Dinas Perindustri an' Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh uhra serambat-lambatnva t4 (empatbrr;;) ;* i*:x g* 
.arr".*.r!, reria a,iiu i;.*..itr*, (BAp) wajibmemberikan Surat Penolakan iui Ji**i alasan-atasii Jgngun menggunakan Formurir ModerPi-w padaLampiran XVII peraturan ini dengan t.,no-r* tepada Bupati Aceh utara.
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Pasal 22
(1) 

Ht#iifl#ffiintaan 
ItrI vang diterima dan ternvata belum memenuhi salah satu ketentuan

a' belum lengkapnya isian yang.hgrus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yangdimaksud dalam pasal I I iyatl"Zy Aan fasai-iayat 1tS;b' belum m.emenuhi persyaratan lingkungan 
-'niauq 

leryna penyusunan upayapengendalian dampavpencemaran seuigai-atibat usiha industri terhadap lingkunganhidup dengan kewajibin memiliki a*ir" r"t i!"rai oumilk Li;;k ngan (AMDAL)atau upava pengeroraan Lingkungan (uKLJ L, up"y, 
-p.;;;uan 

Lingkungan(uPL) arau surat pemyataan r""g.Lt*n r.i,[iurgun (sppl);c' belum memenuri kewajiban melaksanal<a; il;. yang menyangkut keamanan dankeselamatan alat, proses serta 
- 
hasil p.odrilsirya termasuk pengangku tannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

"r" f ri urdang-undang Nomor 5 Tahun 19g4tentang Perindustrian.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagtngan dan Koperasi Kabupaten Aceh utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja-sejak diteriianya Beriti Acarapemeriksaan (BAp)wajib memberikan surat Penundaan u oisertai alasan-alasan dengan menggunakanFormulir Model Pi-vI pada Lampiran XVIII Peraturan ini dengan tembusan kepada BupatiAceh Utara;

(2) Terhadap Surat Penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (l), perusahaan Industriyang bersangkutan diberi kesempatan ultuk melengkapi p"rryrrut an yangbelum dipenuhi
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanla Surat pinunaaan rut;

(3) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dalam jangka waktu yu.,g ait"rtukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara wajib
memberikan Surat Penolakan Permintaan IUI dengan menggunakan iormulir Model pi-VI pada
Lampiran xvIII Peraturan ini, dengan tembusan kepada Buputi Aceh utara.

BAB WII
PENOLAKAN/PENUNDAAN TERIIADAP PER}IINTAAN IUI

TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 23

Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang
usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dai
Koperasi Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari keAl sejak
diterimanya Permintaan Izin wajib memberikan Surat Penolakan IUI disertai alasan-alaian
dengan menggunakan Formulir Model SP-Vil pada Lampiran )O(XII Peraturan ini.



(1) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian danpersyaratan pada Formulir Model-Sr-l n1o-a Lampiran )oilv peraturan ini dan Sp-II padaLampiran )ory Peraturan ini, Kepala Dinas Pirindustrirq p"ra"grngan dan KoperasiKabupaten Aceh utara selambat-la*u-utnyu io i*0" belas)- hari kerja sejak diterimanyaPermintaan Izin wajib memberikan surat p"nunouun IUI disertai aiasan-alasan denganmenggunakan Formulir Model sP-vm puau iu*piran )oo(i p".rtr.un ini dengantembusan kepada Bupati Aceh Utara;

(2) Terhadap surat Penundaan II.rI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan Industriyang bersangkutan diberi kesemp,atan u{yk -.t"ngkupi;".d;;i" ,** belum dipenuhiselambatJambatnya 14 (empat belas) huri koju;;u[ oii"ri*urv. irr":r-penundaan tul;
(3) Terhadap reys$ga1-yang tidak-dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Formulir Model sP-I pada Lampiran )fiiv !;il; il'ffi$-Il pada Lampiran)ory Peraturan ini dalam jangkarvaktu yang ditentukan ,euugai*ana oimamra pada ayat(2)' Kepala Dinas Perinduitriall eerdagangJn oun koperasi fi;td;; Aceh utara wajibmemberikan Surat Penolakan Permintinn" ;"*n menggunakan Formulir Model Sp-wII pada Lampiran )oofi Peraturan ini, dengan-i"Lbu.u, kepada Bupati Aceh utara.

Pasal 25
(1) Terhadap Surat Penolakan IUr yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh utara, baik yang ,i,"r"rri i*setujuan prinsipmaupun yang Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip, perusahaan Industri yang bersangkutandapat mengajukan permohonan banding kdil, il;d, ;;;s perindustrian danPerdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Danis*utul, ,"tu*bat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
!e1ja sejak diterimanya Surat penolakan Izin;(2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (l) wajib menerima atau menolak permohonan bandingsebagaimana dimaksud pada ayat (t)-secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasanselambat-lambatnya 30 (tiga puiuh) hari kerja r"iut at.ririury" p...orronun banding.

Pasal 26

Bagi Perusahaan Industri yang ditolak permintaan ILrI-nya pada tingkat banding sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dapat mengajukan kembali permintian IUI baru.

ll

Fasal 24

BAB IX
PENOLAKAN/PENUNDAAN PERMINTAAN TDI

Pasal 27

Terhadap permintaan TDI yang diterima ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri
dalam formulir isian yang diajukan, Kepala Dinas Perindustrian, perdaganga, dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja- r"iuk dit"-uturroyu
perbedaan jenis industri tersebut, wajib memberikan Surat Penolakan fOt aislrtai alasan-alasan
dengan menggunakan Formulir Model SP-IX pada Lampiran XXXIII peraturan ini.

Pasal 28

(1) Terhadap permintaan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan
persyaratan di dalam Formulir Model Pdf.I-IK pada Lampiran IX Peraturan ini, Kepala
DinAS Perindustrian, Petdagangan dan Koperasi Kabupaten AcehUtara selarnbat-larnboioy.

\\ (tfq*\eu$\Nrkeqt se\ak 0\\enrnanlaPennintaan'lD1' vraJrb menge\.atkan S*rat



i"l}:#ir?Ii#*'ffiT?lfan densan menssuakan Formuri r Model sp-rX pada

(2)' Terhadap Surat Penundaan sebasalm.ala dimaksud pada ayat( I), perusahaan Industri yangbersangkutan diberi t.r.rpri#.1rl+ ,,.l.rg[upi isian e"*Lii.'lilo., pa1-rK pada

ffi l'l:::,.'n:fiHlxli:',#lHl:;;;ru;ffi1T:,ambatnvailG;;;be,as)harirerla

(3) Terhadap perusahaan Industri
dimaksuliuiuvu(2),Kepatirl#"-t*ff**?#1.Iffi'#H['j?HJ-;'PX-#il?l;
Aceh utara wajib memberikan surat Penorrt 

" 

-ilr.-ifaan 
TDI dengan menggunakanFormurir Moder sp-x pada Lampiran Xlo*I peraturan ini.
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Pasal 29

BAB X
PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 30

(1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :

a- Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin perruasan;
b' Belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat(2) dan pasal 19 ayat(2);
c' Tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 atau

dengan sengaja menyampaikan informasi yangiidak benar;
d. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 Keputusan ini;
e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya

terhadap lingkungan hidup yalg melampaui batas baku mutu lingkungan yang
ditetrpkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau taal
memenuhi ketetentuan dalam Pasal 38I(eputusan ini;

f. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam IIII atau TDI yang telah diperolehnya;

g. Adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak
Atas Kekayaan Inteleklual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran
Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antanlain Hak Cipta, Paten atau Merek.

(2) Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-
turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, dengan menggunakan Formulir
Model Pi-VII pada Lampiran XIX Peraturan ini.

(1) Terhadap surat Penolakan Permintaan- TDI yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPerindustrian' Perdagangan dan Koperasi 
"rbirilAceh 

L)tara,p"**rr*n Industri yangbersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Kepala Dinas perindustrian
dan Perdagangan.Provinti iturggroe Aceh Darussalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari ke{a sejak diterimanya surii penolakan permintan rDI;

(2)' Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajibmenerima atau menolak permohooutt bunding sebagaimana ii'rnur.ruJp ada ayat(l) secaratertulis dengan mencantumkan alasan-alasan-selam6'at-lambatnya3O (tiga puluh) hari kerja
sej ak diterimanya permohonan banding.

,
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Pasal 3l
(1) Terhadap perusahaan Industri yang .a' tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksudPasal 30 ayat(2);

b' melakukan.perluasan yang hasil 
-produksinya untuk tujuan pasaran ekspor sebagaimanadimaksud dalam pasar rTTetapi dipasark* Ji JuJu,, negeri;c' sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena aiaakwa melakukan pelanggaranHak Atas Kekayaan Intelektu;l antaralain rrat Cipta, paten dan Merek,

IUI dan Tot- relusahaan yang bersangkutan dibekukan dengan menggunakan FormulirModel pi-VIII pada Lampiran )O( peratlran ini;----'-

(2) Pembekuan IUI-dan TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) u"iu, il*,itung sejak tanggal dikeluarkannyaPenetapan pembekuan Kegiatan Usaha Injustri;

(3) Pembekuan IUI dan TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf c berlaku sampai dengan ada Keputusan Badan peradilan yang berkekuatan tetap;

(4)' Apabila dalam Pembekuan Izin Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan

:il:#fffi?llffil,, '.rru, dengan ketentuan daram k.prtu."u,--ioi, izinnya i;;;

Pasal 32
(1) ruYTDI dapat dicabut apabila :

a' IUIffDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/d ata yangtidak benar atau dipalsukan olehperusahaan yang bersangkutan;
b' Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuanyang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal3l ayat (2);
c' Perusahaan Industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai denganketentuan SM wajib;
d' Perusahaan Industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelang gararrHAKl

oleh Badan peradilan yang berkekuatan tetap;
e' Perusahaan Industri yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI/TilL

(2) Pencabutan IUI/TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis;

(3)' Pejabat yang berwenang untuk mencabut ruI/TDI adalah Kepala Dinas perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara yang diberi wewenang oleh Bupati Aceh
Utara untuk menerbitkan IUI/TDI;

(4)- Pencabutan IWTDI dilakukan dengan menggunakan Formulir Model pi-tx pada Lampiran
XXI Peraturan ini.
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BAB XI
INFORMASI INDUSTRI

Pasal 33

(l). Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan Informasi lndustri

secara berkala kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten

Aceh Utara yang diberi wewenang memberikan IUI dengan tembusan kepada Bupati Aceh

Utara mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut:
a. untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap

tanggal 3l Juli dengan menggunakan Formulir Model Pm-V pada Lampiran VI
Peraturan ini untuk Informasi lndustri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip atau SP-IV

pada Lampiran XXVII Peraturan ini untuk Informasi Industri Tanpa Melalui Tahap

Persetuj uan Prinsip, serta

b. untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 3.1 Januari pada

tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-VI pada Lampiran VII
Peraturan ini untuk Informasi Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip atau SP-V

pada Lampiran XXVIII Peraturan ini untuk tnfbrmasi Industri Tanpa Melalui Tahap

Persetuj uan Prinsip.

(2). Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI wajib menyampaikan Informasi Industri

kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh t.ltara

setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 3l Januari pada tahun berikutnya dengan

tembusan kepada Bupati Aceh Utara menggunakan Formulir Model Pdf.lll-lK pada

Lampiran XI Peraturan inil

(3). Semua jerus industri dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (l ), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

BAB XII
KETENTUAN-KETENTI,]AN LAIN

Pasal 34

(1). Apabtla IUI atau TDI yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri hilang atau rusak tidak

terbaca, Perusahaan
penggantian IUVTDI
Koperasi KabuPaten

lndustrr yang bersangkutan
tersebut kepada Kepala Din

Aceh Utara yang berwenang

dapat mengajukan Permohonan
as Perindustrian, Perdagangan dan

mengel uarkan IUI/TDI berdasarkan

Peraturan ini dengan menggunakan :

a. Formulir Model Pm-iii pada Lampiran IV Peraturan ini untuk pengganti IUI Melalui

Tahap persetujuan Prinsip dan Formulir Model SP-II pada Lampiran XXV Peraturan ini

untuk pengga;ti IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip;

b. Formujir ilGdel pdt-.lJKpada Lampiran lX peraturan ini untuk pengganti TDl.

(2). Setiap permohonan pengganti IUI atau TDI yang. telah rusak atau hilang sebapimana

dimaksud pada ayat trl aliampiri aengan surat asli iUI/TDI atau keterangan dari Kepolisian

setempat yang menerangkan hilangrya surat IUVTDI tersebut;

Selamballambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanva .permohonan ,ptllSill""
illffDi pejabat yang be.*enang .ebugaima'a.dimaksud ayat (l) mengeluarkan ruI/TDI

t.Uugui p"nggortiiUfnof yung hilang ut"u ryY! dengan menggunakan :

.. 
- 
r".irrrii v"del pi-lllA pa"da Laipiran XV peraturan ini untuk pengganti IUI yang

Melalui Tahap Persetujuan Prinsip;

(3)
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h 
il#,xh:flixl:r[hxffir:ampiran 

)ofr peraruran ini untuk pengganti rrlr ranpac' FormulirModer patr-x puii'[l^piran X peraturan ini untuk pengganti TDI.

IUI' Izin Perluasan atau TD-I yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan ini, berlaku juga bagrtempat penyimpanan yang beiadi dalam tr.pr.r.r-;;, roarrtri fung't".rrrgr.utan yang
llffi [,YJt"ffi *X'ni:mfu [*df [*ffi,,,13l;1;1,:"f, ,iunpr,or.,,g'dai

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

(1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan
perubahan nama, alarnat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan
secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan i<operasi Kabupaten
Aceh Utara yang memberikan IUI, Izin Perluasan atau TDI selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman;

(2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan
perubahan dari Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan persetujuan
atau Permintaan Perubahan dengan menggunakan Formulir Model Pi-V pada Lampiran
XVII Peraturan ini dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
IUI, Izin Perluasan atau TDI.

Pasal 38

Sesuai dengan IUI atau TDI yang diperolehnya Perusahaan Industri wajib :

a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan

timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri
yang dilakukan dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis

industri yang telah ditetapkan;

b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan

bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan

keselamatan kerja.

(1) Pemindahan lokasi industri wajib memihki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KepalaDinas Perindustrian, Perdaganlan dan K"d;i i;brpaten Aceh utara yang memeberikanIUI atau TDI baik di lokasilam-a maupun lokasi baru;

(2)' Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi diajukan langsung kepada pejabat sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dengan menggunakan Formulir Model pm-VII pada Lampiran vIIIPeraturan ini;

(3) Selambat-lambatnya 14 (empat Elutl hari keqja Kepala Dinas perindustrian, perdagangan
dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara yurg ,rr"-berikan IUI atau TDI di lokasi lama
maupun lokasi baru wajib mengeluarkan Persetujuan Tertulis dengan menggunakan
Formulir Model Pi-X pada Lampiran )oilI Peratu."n ini dan berlaku slbagai peiietujuan
Prinsip di tempat yang baru.



Bentuk/model formulir yang digunakan untuk peraksanaan Keputusan ini adarah sebagaimanatercantum dalam Lampiran Keputusan ini
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Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

BAB XIIT
KETENTUAN PIDANA

Pasal42

BAB XIV
PEI\'YIDIKAN

Pelaksanaan pemberian IUI, rzin Perluasan dan TDl._dikenakan biaya retribusi sebagaipembayaran atas jasa pemberian IIII, Izin perluasan daribf

Apabila Pejabat yang telah diberi wew.entq untuk pemberian IUI, izin perluasan dan TDIberhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari ker1a, p.:ror; t;rig lo*ngr,uran wajib menunjuk I (satu)Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak 
"t^ n;;u pejibat yrng ,"*beri wewenangtersebut untuk menandatangani fiJr, izinperruasan aun ini.

(1)' Barang siapa melanggar Pasal 2 ayat(l) dan (4), pasal 3 gvat (2) dan(3), pasal 4 ayat (2),Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 33 Peraturan ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-iin*gi"* sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima jutarupiah), dan;
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(l) pasal ini adalah pelanggaran.

(l)
Pasal 43

Penyidikan terhadap pelanggaran Pasal 42 ayat (2) Peraturan ini, dilaksanakan olehPenyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri sipl aiiingkungan pemerintah Daerah yang
Pengangkatannya ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundurg-undangan;
Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada-ayat (i), mempunyai
wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut:a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tidak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini aitempat t iladian aan melakukan

pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan

perkara, dan;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum

tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa penyidik umum memberikan hal tersebut
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

(2)



(3) Penyidik sebag.aimana dimaksud pada ayat (2),memberitahukan dimurainya penyidikandan penyamr*:- h^ir p;il;ili*yu, trpu,iu'p.rinrr, ur* sesuai yang diatur datamUndang-undang Nomo, s ruilrlqsi t.rturg?,li'lrroung-undang Hukum Acara pidana.
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BAB XV
KETENTUAN PERALMAN

Pasal44

BAB XW
NAMA, OBJDK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 45

Bagi perusahaan yang.telah mendapatkan IUI, TDI atau Ip berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku sebelum berlakunya Peraturan i, ,,,uril, tetap berlaku dengan ketentuan wajibmendaftarkan ulang/registrasi sesuai ketentuan pasar 47 peraturan ini.

(1)' Dengan nama Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan (Ip) dipungut retribusi
sebagaimana pembayaran atas jasa pemberian izin atau Tanda Daftai Industri (TDI).

(2)' Perusahaan industri yang telah memperoleh ItrI dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal diterbitkan IUI wajib mendaftarkan perusahaan dalam dadr perusahaan; -

(3) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan
persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasurrn irrr6l*i peralatan dan
lain-lain yang diperlukan ;

P-ersetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersil, dan;
IUI yang melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kipada perusahaan yang telah
memenuhi ketentuan pelundang-undangan yang berlaku seperti antaralain Izin iokasi, Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Undang-undang Gangguan, Analisis mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL), Upaya pengololaanlingkungan (uKL), upaya- pemantauan
Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana pioduksi serta telah
siap berproduksi.

(4).
(5)

Pasal 46

Apabila perusahaan industri melakukan perubahan kepemilikan, komoditi dan lokasi, maka
perusahaan tersebut wajib melakukan permohonan perubahan IUI serta dikenakan retribusi yang
besarnya sama dengan retribusi IU[.

Pasal 47

(1) lUI, TDI dan IP berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi dengan
kewajiban melakukan daftar ulang/registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali ;

(2). Daftar ulang/registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa pendaftaran ulang.
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BAB XVII
CARA MBNGIITTUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA

(1)
Q)

pasal 4g
Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi usaha industri;Klasifikasi usaha industri u"uuguilrarra dimaksud padaayail, yaitu:a. Izin Usaha Indurri (fUI);
b. Tanda Daftar Industri liOt;, dan;c. Izin Perluasan (Ip).

BAB XVII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal49
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah untuk penggantian

liaya atas pelayanan yang diberikan;(2) Biaya sebagaimana dimiksud pa{a ayat (1), meliputi biaya administrasi, sarana danprasarana, pengawasan dan pengendalian;

BAB XD(
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 50

Strul(ur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 eanun ini, ditetapkan
sebagai berikut:

a. IUI atau TDI dengan nilai investasi antara:
l. Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- sebesar Rp. 100.000,-2. Rp 100.000.000,- keatas s/d Rp 200.000.000,- sebesar Rp. 150.000,_3. Rp 200.000.000,- keatas s/d Rp. 500.000.000,- sebesar Rp. 500.000,_4. Rp. 500.000.000,- keatas s/d Rp 1.000.000.000,- sebesar Rp. 750.000,-5. Rp. 1.000.000.000,- keatas s/d Rp. sebesar Rp. t.ooo ooo,-

b. IP adalah sama dengan IUI sebagaimana dimaksud pada butir a;
c. Daftar ulang/registrasi adalah sebesar 30oh (tiga puluh persen) dari TDI atau IUI atau Ip

sebagaimana dimaksud pada butir a dan b.

BAB XX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal5l

Retribusi dipungut di tempat izin atau TDI itu diberikan.
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BAB XXI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMTINGUTAN

Pasal 52

(l). Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi IUI atau
TDI atu IP;

(2). Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk, dan;

(3). Dalam hal retribusi dibayar di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya
disetor ke Bendahawan Umum Daerah (BUD) paling lambat 1 (satu) hari ke4ja saat uang
diterima.

(:4). Kepada petugas pemungutan retribusi ini diberikan l0% dari besamya pungutan retribusi
dan dapat dipotong langsung oleh petugas yang bersangkutan.

(1)
(2)

Pasal 53

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) diteapkan oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Utara.

BABXXII
PENUTUP

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Februari 2007 M

2 Syafar 1428 H

Ml ^VPENJ ATIACEH UT

H. TETIKU PRIBADT



(l).

(2).

(3).
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BABXXI
TATA CARA PEMBAYARAN DAI{ PEMTINGUTAN

Pasal 52

Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk I (satu) kali masa retribusi IUI atau
TDI atu IP;
Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk, dan;
Dalam hal retribusi dibayar di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya
disetor ke Bendahawan Umum Daerah (BUD) paling lambat I (satu) hari kerja saat uang
diterima.
Kepada petugas pemungutan retribusi ini diberikan l0% dari besamya pungutan retribusi
dan dapat dipotong langsung oleh petugas yang bersangkutan.

Pasal 53

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokwnen lain yang dipersamakan;
Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Utara.

BAB XXII
PENUTT]P

Pasal 54

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/Dto

H. TEUKU PRIBADI
Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Februari 2007M

2 Shafar 1428

' SEKRETARIS DAERAH

(4).

(1).
(2).

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

qt

IT. NASRULLAH M. Si
Pembina Utama Muda

Nip. 110 037 971

BERITADAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2OO7 NOMOR 1

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Februari 2007M

2 Shafar 1428 H



(1).

(2).

(3).
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BABXxI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN

Pasel 52

Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus untuk I (satu) kali masa retribusi IUI atau
TDI atu IP;
Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (l), dibayar ke Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk, dan;
Dalam hal retribusi dibayar di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya
disetor ke Bendahawan Umum Daerah (BUD) paling lambat I (satu) hari kerja saat uang
diterima.
Kepada petugas pemungutan retribusi ini diberikan l0% dari besamya pungutan retribusi
dan dapat dipotong langsung oleh petugas yang bersangkutan.

Pasel 53

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) diletapkan oleh Bupati melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Utara-

(4).

(1).
(2).

BABXXII
PENUTUP

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan ini dargan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Februari 2007 M

2 Shafar 1428H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/Dto

H. TEUKU PRIBADI
Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Februari 2007 M

2 Shafar 1428 H

SEKRETARIS DAERAH

M. Si
- Pembinr Utama Muda

Nip. 110 037 971

Ir. N

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2OO7 NOMOR T



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR :1TAHUN2007
TANGGAL: 20 FEBRUARI 2007

JENISJENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN ACEH UTARA

A. INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

KBLI URAIAN

15112
15121
15122
15123
15124
15125
'15129

15141
15142
15143
15144
15145
15149
15312
15314
15315
15316
15317
15318
15321
15322

1 5323
15324
1s329
1s331
15332
15410
1542'l

15422
15423
15429
15431
15432
15440
15493
15494
15495
15496
15497
15498
15499
24119

INDUSTRI MAKANAN

Industri Pengolahan dan Pengawelan Daging
lndustri Pengalengan lkan dan Biota Perairan lainnya
lndustri Penggaraman/Pengeringan lkan dan Biota Perairan lainnya
lndustri Pengasapan/Pengeringan lkan dan Biola Perairan lainnya
lndustri Pembekuan lkan dan Biota Perairan lainya
lndustri Pemindangan lkan dan Biota Perairan lainnya
lndustri Pengolahan dan Pengawetan lainya untuk lkan dan Biota Perairan lainnya
lnduslri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani
lnduslri Margarine
Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa
lnduslri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit
lndustri Minyak Goreng lainnya dari Nabati dan Hewani
lndustri Minyak Makan dan Lemak lainnya dari Nabati dan Hewani
lnduslri Penggilingan dan Pembersihan Padi-padian lainya
lnduslri Pegupasan, Pembersihan dan Pengeringan Coklat (Kakao)
lnduslri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Coklat (Kakao)
lndustri Pengupasan dan Pembersihan Kacang-kacangan
lnduslri Pengupasen dan Pembersihan Umbi-umbian Oermasuk Rhizoma)
lndustri Kopra
lnduslri Tepung Terigu
lndustri Berbagai Macam Tepung dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian
dan Sejenisnya
lnduslri Pati Ubi Kayu
lndustri Berbagai Macam Pati Palma
lndustri Pati lainya
lndustri Ransum Pakan TemaUlkan
lndustri Konsentral Pakan Temak
lndusiri Roti dan Sejenisnya
lnduslri Gula Pasir, hanya untuk
1). 15421.0199 Refined Sugar (cula Krislat Rarinasi)
lndustri Gula Merah
lnduslri Gula lainya
lndustri Pengolahan Gula lainya selain Sirup
lndustri Bubuk Coklat
lndustri Makanan dari Coklat dan Kembang cula
lndustri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, Soun dan sejenisnya
lnduslri Kecap
lndustri Tempe
lndustri Makanan dari Kedelai dan Kacang-kacangan lainya selain Kecap dan Tempe
lnduslri Kerupuk dan sejenisnya
lndustri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
lnduslri Kue-kue Basah
lnduslri Makanan yang tidak diklasifikasikan ditempat lain
lndustri Kimia Dasar Organik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, hanya untuk
1). 24119.0313 Glutamic Acid
2). 24119.9701 Monosodium Gtutamate (MSG)
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KBLI URAIAN

1 5131

15132
15133
15134
15139
15211
15212
15213
15313
15424
1549'l
15492
15520

15 0
16001
16002
16003
'16004
'16009

24119

20102
20103
20104
20213
20220
20230
20291
20292
20293
20294
20299
21411
21012
21013
21014
21015
21016
21019
21020
21090
22110
22120
22190
22210
22220
24294
25121
aq1),

25123
36101
36102

INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU

lndustri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran
lndustri Pengasinan/Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran
lndustri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran
lndustri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran
lndustri Pengolahan dan Pengawetan lainya untuk Buah-buahan dan Sayuran
lndustri Susu
lndustri Makanan dari Susu
lndustri Es Krim
lndustrl Pengupasan dan Pembersihan Kopi
lndustri Sirop
lndustri Pengolahan Teh dan Kopi
lndustri Es
Industri Anggur dan Sejenisnya
lndustri Malt dan Minuman Yang Mengandung Mall
lndustri Minuman Ringan (Soft Drink)
lndustri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
lndustri Rokok Kretek
lndustri Rokok Putih
lndustri Rokok lainnya
lndustri Hasil Lainnya Dari Tembakau, Bumbu Rokok dan KlobuUKawung
lndustri Kimia Dasar Organik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, hanya untuk
11. 24119.9703 Saccharine
2). 24119.9704 Natrium Siklamat

INDUSTRI HASIL HUTAN OAN PERKEBUNAN

lndustri Pengawetan Kayu
lndustri Rotan, Bembu dan Sejenisnya
lndustri Pengolahan Rotan
lndustri Panel Kayu lainnya
lndustri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan
lndustri Peti Kemas dari Kayu kecuali Peti Mati
lndustri Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu
lndustri Anyam-anyaman dari Tanaman selain Rotan dan Bambu
lndustri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu Kecuali Furniture
lndustri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
lndustri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
lndustri Bubur Kertas (Pulp)
lndustri Kertas Budaya
lndustri Kertas Berharga
lndustri Kertas Khusus
lndustri Kertas lndustri
lndustri Kertas Tissue
Industri Kertas lainnya
lndustri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
lndustri Barang dari Kertas dan ]Grton yang tidak diklasifikasikan ditempat lain
lndustri Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi lainnya
Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Maialah
lndustri Penerbitan lainnya
lndustri Percetakan
lndustri Jasa Penunjang Percetakan
lndustri Minyak Atsiri
lndustri Pengasapan Karet
lndustri Remiling Karet
lndustri Karet Remah (Crumb Rubbeo
lndustri Furniture dari Kayu
lndustri Furnitur€ dari Rotan dan atau Bambu
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KBLI URAIAN

INDUSTRI KIMIA HULU

23100
23203
23204
23205
24111
24112
24113
24114
24115
24116
24117
24118
24119

lndustri Barang-barang dari Batubara
lndustri Barang-barang Dari Hasil Kilang Minyak Bumi

24121
24122
24123
24124
24125
24126
24127
24129
24131
24132
24211
24212
24213
24214
24231
24292

lndustri Pembuatan Minyak Pelumas
lndustri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
lndustri Kimia Dasar Anorganik, Khlor dan Alkali kecuali 2411 1.0206;24111 .O2O7;24111 .O2Oe

lndustri Kimia Dasar Anorganik, Gas lndustri
lndustri Kimia Dasar Anorganik, Pigmen
lndustri Kimia Dasar Anorganik, yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
lndustri Kimia Dasar Anorganik, yang bersumber dari hasil pertanian
lndustri Kimia Dasar Organik, bahan baku, zat warna dan pigmen, zat watna dan pigmen
lndustri Kimia Dasar Organik, yang bersumber dari minyak bumi dan gas bumi dan batu bara
lndustri Kimia Dasar Organik, yang menghasilkan bahan kimia khusus (specla/fy chemicalsl
lndustri Kimia Dasar Organik, yang tidak diklasifikasikan di tempat lain kecuali 24119.0313;
241 19.9701 : 241 19.9703; dan 241 19.9704
lndustri Pupuk Alam/Sintetis Hara Makro Primer
lndustri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
lndustri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
lndustri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Prim6r
lndustri Pupuk Hara Makro Sekunder
lndustri Pupuk Hara Mikro
lndustri Pupuk Pelengkap
lndustri Pupuk Lainnya
lndustri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik
lndustri Karet Buatan
lndustri Bahan Baku P€mberantas Hama (Bahan Aktio
lndustri Pemberantas Hama (Formulasi)
lndustri Zat Pengatur Tumbuh
lndustri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)
lndustri Bahan Farmasi
lndustri Bahan Peledak

INDUSTRI KIMIA HILIR

24111 lndustri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali, hanya untuk

24221

1\. 24111.0206 Natrium Khlorida/Garam Meia
2). 24111.0207 Natrium Khlorlda/Garam lndustri
3). 24111.O2O4 Natrium Khlorida Murni/untuk Farmasi
lndustri Cat
lndustri Pernis
lndustri Lak

24222
24223
24241 lndustri Sabun, dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, termasuk Pasta Gigi
24242 lndustri Kosmetik
24291 lndustri Perekat/Lem
24293 lndustri Tinta
24295 lndustri Korek Api
24299 lndustri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lainnya
25111 lndustri Ban Luar dan Ban Dalam
25112 lndustri Vulkanisir Ban
25191 Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
25192 lndustri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan lndustri
25199 Industri Barang-barang dari Karet yang belum termasuk 25191 dan 25192
25201 lndustri Pipa dan Slang dari Plastik
25202 lndustri Barang Plastik Lembaran
25203 lndustri Media Rekam dari Plastik (Cakram Optik)
25?04 lndustri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk Furnitur)
25205 lndustri Kemasan dari Plastik
252C6 lndustri Barang-barang dan Peralatan Teknik/lndustri dari Plastik
25209 lndustn Baranq-baranq Plastik Lainnva
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KBLi URAIAN

26111
26112
26119
26121
26122
26123
26124
26129
26201
26202
26203
26209
26311
26319
26321
26322
26323
26324
26329
26411
26412
26413
26421
26422
26/.23
26429
2650'l
26502
26503
26509
26601
26602
26609
26900
36'103

36109

Kaca Lembaran
Kaca Pengaman
Kaca Lainnya
Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas
Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas
Earang Gelas untuk Keperluan Sampul
Kemasan dari Gelas
Barang-barang Lainnya dari Gelas

lndustri
lndustri
lndustri
lndustri
lndustri
lndustri
lndustri
lndustri
lndustri Perlengkapan Rumah Tangga dan Porselin
lndustri Bahan Bangunan dan Porselin
lndustri Alat-alat Laboratorium dan Alat ListrldTehnik dari Porselin
lndustn Barang-barang Lainnya dari Porselin
lndustri Bata Tahan Api dan SeJenisnya
lndustri Barang-barang Tahan Api dari Tanah LiavKeramik Lainnya
lndustri Barang-barang dari Tanah Liat untuk Keperluan Rumah Tangga
lndustri Batu Bata Dari Tanah Liat
lndustri Genteng dari Tanah Liat
lndustri Bahan Bangunan dari Tanah Liat selain Batu Bata dan Genteng
lndustri Barang Lainnya Dari Tanah Liat
lndustri Semen
lndustri Kapur
lndustri Gips
lndustri Barang-barang dari Semen
lndustri Barang-barang dari Kapur
lndustri Barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi
lndustri Barang-barang dari Semen dan Kapur Lainnya
lndustri Barang-barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
lndustri Barang-barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan
lndustri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
lndustri Barang darl Marmer, Granlt dan Batu Lainnya
lndustri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan
lndustri Barang dari Asbes untuk Keperluan lndustri
lndustri Barang-barang dari Asbes Lainnya
lndustri Barang Galian Bukan Logam Lainnya
lndustri Furnitur dari Plastik
lndustri Furnitur Yang Belum Tercakup dalam Kelompok 36101 hingga 36104
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B. INDUSTR] LOGAM, MESIN, TEKSTIL DAN ANEKA

KBLI URAIAN

27101
27102
27103
27201
27202
27203
27204
27310
27320
28111
28112
2A1fi
28119
28120
28910
28920
2Ag32
28933
28939
28991

I zaesz

lzessa
28994
28995
zags6 ]

28997
28999
31300
36104
37'100

25206

26203

28931
29111
29't 12
29113
29114
29120
29130
29141

29142
29150
29191
25192

INOUSTRI LOGAM

lndustri Besi dan Baja Dasar
lndustri Penggilingan Baia (Steel Rolling)
lndustri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baia dan Besi
lndustri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
lndustri Penggilingan Logam Bukan Besi
lndustri Ekstrusi Logam Bukan Besi
lndustri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja
lndustri Pengecoran Besi dan Baja
lndustri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baia
lndustri Barang+arang Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan
lndustri Barang-barang dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan
lndustri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Ba.ia Untuk Bangunan
lndustri Barang-barang dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksa Lainnya
lndustri Beiana Tekan, dan Tangki Dari Logam
lndustri Ponempaan, Pengepresan dan Penggulungan Logam
Jasa lndustri Utk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-Barang dari Logam
lndustri Alat Pertukaran Dari Logam
lndustri Alat Pemotong dan Alat-alat Lain yang Digunakan Dalam Rumah Tangga
lndustri Peralatan Lainnya Dari Logam
lndustri Alat-alat Dapur
lndustri Peralatan Kantor Dari ogam, Tidak Termasuk Fumitur
lndustri Paku, Mur dan Baut

llndustri Macam-mac€m Wadah Dari Logam
lndustri Kawat Logam dan Barang-barang dari Kawat
lndustri Pembuatan Profil
lndustrr Lampu Dari Logam
lndustri Barang Logam Lainnya Yang Belum Termasuk Kelompok Manapun
lndustri Kabel Listrik dan Telepon
lndustri Fumiture Oari Logam
Daur Ulang barang-barang Logam

NDUSTRI MESIN

lndustri Barang-barang dan Peralatan TekniUlndustri dari Plastik, hanya untuk
1). 2520€,.0'l Komponen Mesin
lndustri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselin, hanya untuk :

1). 26203.0201 Plate lsolator Dari Porselin
21. 26203.0202 lsolalor Tegangan Tingqi/Rendah Dari Porselin
3). 26203.0203 Ceramic Tube
4\. 26203.0204 Rumah Sekering
5). 26203.0205 Ceramic lnsulator Fitting
6). 26203.0206 Ceramic Eleclric Outlet
7). 26203.0299 Alat Listrik dan Teknik Lainnya dari Porselin
lndustri Alat Pertanian Dari Logam
lndustri Mesin Uap, Turbin dan Kincir
lndustri Motor Pembakaran Dalam
lndustri Komponen Dari Suku Cadang Motor Penggerak Mula

rJasa Penunlang lndustri Motor Pen-qgerak Mula
Llndustri Pompa dan Kompresor
llndustri Transmisi Mekanik
I

lndustri Tungku dan Alat Pemanas Seienis Yang tidak Menggunakan Arus Listrik, (Bukan Untuk
Keperluan Rumah Tangga)
lndustri Tungku, Oven dan alat Pemanas Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik
lndustri Alat Penqsngkat dan Alat Pemindah

llndustri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan, dan Pengalengan

llndustri Mesin Timbangan
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KBLI URAIAN

29193
29199
29211
29212
29221
29222
29223
29224
29230
29240
29250
29261
29262
29263
29264
29291
292e2
29299
31 101

31102
31 103

31201
331 '1 't

331 13
331 19
33121
33130

17111
17112
17113
17114
17115
17121
17122
17123
17124
17211
17212
17213
17214
17215
17220
17231
17232
17291
17252
17293
17294
17295
17299
17301
17302
17303
17304
'17400

18101

lndustri Mesin Pendingin, Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga
lndustri Mesin Umum Lainnya
lndustri Mesin Pertanian dan Kehutanan
Jasa Penunjang lndustri Mesin Pertanian dan Kehutanan
lndustri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengeriaan Logam
lndustri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Kayu
lndustri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan/Pengerjaan Material Selain Logam dan Kayu
lndustri Mesin/Peralatan Untuk Pengelasan Yang menggunakan Arus Listrik
lndustri Mesin-mesin Metalurgi
lndustri Mesin-mesin Untuk Pertambangan, Penggalian, dan Konstruksi
lndustri Mesin Untuk Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau
lndustri Kabinet Mesin Jahit
lndustri Mesin Jahit, Mesin Cuci, dan Mesin Pengering
lndustri Mesin Tekstil
lndustri Jarum Mesin dan Jarum Ralut
lndustri Mesin-mesin Untuk Percetakan
lndustri Mesin-mesin Pabrik Kertas
lndustri Mesin Khusus Lainnya
lndustri Motor Listrik
lndustri Mesin Pembangkit listrak

Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Reclifier) dan Pengontrol
Tegangan (Voltage Stabilizer)
lndustri Panel listrik dan Switch Gear
lndustri Perabot Untuk Operasi, Perawatan, dan Kedokteran Gigi
lndustri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic
lndustri Peralatan Kedokleran dan Perlengkapan Orthopaedic Lainnya
lndustri Peralatan Pengukuran, Pengatur dan Pengu.iian Manual
lndustri Peralatan Pengujian Dalam Proses lndustri

INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

lndustri Persiapan Serat Tekstil
lndustri Pemintalan Benang
lndustri Pemintalan Benang Jahit
lndustri Penenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
lndustri Kain Tenun lkat
lndustri Penyempurnaan Benang
lndustri Penyempurnaan Kain
lndustri Pencetakan Kain
lndustri Batik
lndustri Barang Jadi Tekstil, kecuali untuk Pakaian Jadi
lndustri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Kesehatan
Industri Tekstil Jadi Untuk Keperluan Kosmetika
lndustri Karung Goni
lndustri Bagor dan Karung Lainnya
lndustri Permadani (Babut)
lndustri Tali
lndustri Barang-barang dari Tali
lndustri Yang Menghasilkan Kain Pita (Narrow Fabric)
lndustri Yang Menghasilkan ]Gin Keperluan lndustri
lndustri Bordirisulaman
lndustri Non Woven
lndustri Kain Ban
lndustri Tekstil Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
lndustri Kain Raiut
lndustri Pakaian Jadi Rajutan
lndustri Rajutan Kaos Kaki
lndustri Barang Jadi Raiutan
lndustri Kapuk
lndustri Pakaian Jadi dari Tekstil
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KBLI URAIAN

18102
18201
18203
191 13

24301
24302

37200

18103
18104
18202
19111
19112
19121
19122
19123
19129
19201
19202
1 9203
19209
33201
33202
33300
3691 1

36912
36913
36914
3691 5
36921
36922
36930
36941
36942
36991
36992
36993
36999

lndustri Pakaian Jadi Lainnya dariTekstil
lndustri Bulu Tiruan
lndustri Pencelupan Bulu

lndustri Kul it Buatan/lmitasi
lndustri Serat atau Benang Filamen Buatan
lndustri Serat Stapel Buatan

!NDUSTRIANEKA

lndustri Pakaian Jadi (Garmen) dari Kulit
lndustri Pakaian Jadi Lainnya dari Kulit
lndustri Pakaian Jadi/Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan atau Aksesoris
lndustri Pengawetan Kulit
lndustri Kenyamanan Kulit
lndustri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi
lndustri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/lndustri
lndustri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan
lndustri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya
lndustri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari
lndustri Sepatu Otahraga
lndustri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan lndustri
lndustri Alas Kaki Lainnya
lndustri Kaca Mata
lndustriTeropong dan Alat Optik

ItnOustri Jam, Lonceng, dan Sejenisnya
lndustri Permata
lndustri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadidari Logam Mulia
lndustri Barang Perhiasan Berharga bukan untuk Keperluan Pribadidari Logam Mulia

llndustri Barang untuk Keperluan Teknik dan atau Laboratorium dari Logam Mulia

Industri Barang Perhiasan bukan untuk Keperluan Pribadi daribukan Logam Mulia

I 
lndustri Alat-alat Musik Tradisional

llndustri Alat-alat Musik Non Tradisional

llndustri Alat-alat Olahraga
tlndustri Alat Permainan
I

llndustriMainan
lndustri Alat-alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
lndustri Pita Mesin Tulis/Gambar
lndustri Kerajinan Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
lndustri Pengolahan Lain yang Belum Termasuk Golongan Manapun (a.1. kancing sorong,

korek api, korek api gas, rambut palsu)
Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam
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C. INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA

KBLI URAIAN

252C6

31402
34100
34200
34300
35201
35202
35911
35912
35921
35922
35990
35301
35302

3511'l
35112
35113
35114
351 15
35120
50200
5M03
72500
73120
74220

30003
32200
33203
3320/.
72140
72200
72300
72400
22301
2230?
729@

25206

26123

29302
29309
29301

30001

INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DARAT DAN KEDIRGANTARAAN

lndustri Barang+arang dan Peralatan Teknik/lndustri dari Plastik, hanya untuk :

1). 25206.0'103 Komponen Kendaraan Bermotor
lndustri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder)
lndustri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
lndustri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
lndustri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
Industri Kereta Api, Bagian-lcagian dan Perlengkapannya
Jasa Penunjang lndustri Kereta Api
lndustri Sepeda Motor dan Sejenisnya
lndustri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Seienisnya
lndustri Sepeda dan Eecak
lndustri Perlengkapan Sepeda dan Becak
lndustri Alat Angkut yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Latn
lndustri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
lndustri Jasa Perbaikan dan Peralatan Pes&vat Terbang

INDUSTRI MARITIiT DAN JASA KETEKNIKAN

lndustri Kapal/Perahu
lndustri Peralatan dan Perlengkapan Kapal
lndustri Perbaikan Kapal
lndustri Pemotongan Kapal (Ship Breaking)
lndustri Bangunan Lepas Pantai
lndustri Pembuatan dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi dan Olahraga
Porneliharaan dan Reparasi Mobil
Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor
Perawstan dan Reparasi Mesin-fiesin Kantor, Akuntansi dan Komputer
Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa (Engineering)
Analisis dan Testing

INDUSTRI TELEMATIKA

lndustri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Elektronik
lndustri Alat Komunikasi
lndustri Kamera Fotografi
lndustri Kamera Cinematografi, Proyektor dan Perlengkapannya
Jasa Konsultasi Piranti Keras (Hardware Consulting)
Jasa Konsultasi Piranti Lunak
Pengolahan Data
Jasa Kegiatan Database
Reproduksi Media Rekaman
Reproduksi Film dan Video
Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Komputer

INDUSTRI ELEKTRONIKA

lndustra Barang-barang dan Peralatan Teknaulndustri dari Plastik, hanya untuk :

11. 25206.0103 Komponen Elektronika
lndustfl Barang Gelas untuk Keperluan Sampul, hanya untuk :

1). 26123.01 Sampul Kaca (termasuk Bola dan Tabung) untuk Lampu Listrik, Katup
Elektronis dan semacam itu

lndustri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik
lndustri Alat-alat Listrik Lainnya untuk Keperluan Rumah Tangga
Industri Kompor, dan Alat-alat Pemanas, dan Pemanas Ruangan Tanpa Menggunakan Arus
Listrik
lndustri Lilesin Kantor, dan Akuntansi Manual
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30002
30004
31202
3'1401

31501

31502
31509
31900
32100
32300
33112
33122

lndustri Mesin Kantor, dan Akuntansi Elektrik
lndustri Mesin Fotokopi
lndustri Peralatan Pengontrol Arus Listrik
lndustri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)
lndustri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultraviolet
Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)
lndustri Komponen Lampu Listrik
lndustri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasiflkasikan di Tempat Lain
lndustri Tabung dan Katup Elektronik dan Komponen Elektronik Lainnya
lndustri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Seienisnya
lndustri Peralatan Sinar X, Perlengkapan dan Seienisnya
lndustri Pengukuran, Pengatur dan Penguiian Elektrik
lndustri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektronik



Diisi oleh Pemohon

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permintaan Persefujuan
Prinsip.

Nama Pemohon/Perusahaan
Alamat Pemohon /Kantor Perusahaan
Jenis Industri
- Rencana Lokasi Pabrik
- Dalam Kawasan Industri
hoduksi :

6. Nilai Investasi

7. Jumlah Tenaga Kerja

Catatan :

- Rekaman NPWP dilampifuan

*) Coret yang tidak perlu

Modet Pm-l

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Ac€h Utara
di

Lhokseumawe

YalTidaVBelum Ditetapkan *)

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dalam
rangka penanaman modal, dengan data sebagai berikut :

I
2
J

4

5

No- Komoditi Industri Kanasitas Temasans/Tahun

: Rp...........................(
: Laki-laki Perempuan

- Rekaman AKe Pendiian Perusahaan dan Perubahannya dilampifuan.

Demikianlah, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermaterai Rp. 6000

..........20....

)

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : lTAHUN2007
TANC,GAL : 20 FEBRUARI 2007

TEITIBUSAN :
L Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NAD.
3. Arsip.

.........................,............)



LAMPIRAN III PERATURAN BI.JPATI ACEH UTARA
NOMOR :lTAHtiN2007
TANGGAL :20FEBRUARI2007

Diisi oleh Perusahaan Model PmJI

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Informasi Kemajuan Pembangunan
Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)
Per 3l Desernb€r ...........
(Melalui//Tanpa Tahap Persetujuan
Prinsip).

Kepada Yth.
Kepala Dinas PerindustriarU Perdagangan
dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara
di

Lhokseumawe

I. KE I ERANGAN UMUM
Nama Perusahaan
Nomor Pokok Wajib Pajak (I.{PWP)
Alamat Perusahaan

uan

II. JEMS TNDUSTRJ

Pelaksanaan %

Realisasi Pengadaan Mesin/Peralalan
%daftar

I

TETIBUSAN :
l. Bupali Aceh Utara
2. Direktur Jenderal .

3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NAD.
4. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

.20...
Yang melapor

Tanda tangan
Peoenggung Jawab :

Nama Terang :

Jabatan :

l.

Realisasi Pernasangart
KP. ....-...-..--...... ( ........-...... "/o )



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : 1TAHLIN2007
TANCGAL : 20 FEBRUARI2007

Diisi oleh Pemohon
Model Pm-III

DAFTAR ISIAN
ullluK PERMTNTAAN tZtN USAHA TNDUSTRI

MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRNiP
) (BARU, HILANG, RUSAK)

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon:
a. Nama Pemohon/Kuasa

b. Alamat dan Nomor Telepon

2. Perusahaan :

a. Nama Perusahaan

b. Nomor Pokok Wajib pajak (NpWp)

c. Alamat dan Nomor Telepon

3. Jenis Industri

4. Nama Notaris dan Nomor Akte
Pendirian Perusahaan

5. Penanggung Jawab perusahaan

6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris

7. Nomor dan Tanggal Persetujuan prinsip



7. a, tnkasi dan luas tanal

b. Alamat Pabrik
c- Luas Tanah (M2)

8. a. Komoditi dan kapasitas terpasang per tahun

b. Mesin dan Peralatan
- c. Bahan Baku dan Bahan Penolong

9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan

Pabrik dan Sarana Produksi .

a. Penyelesaian Pernbangunan Pabrik
b. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi

IV-2

II. NILAI INVESTASI

Rp
Rp
Rp
Rp

Lahan Peruntukan (LPI)

Di dalam Kawasan Industri/
Kawasan Berikat

Di luar Kawasan Industri/
Kawasan Berikat

Komplek hrdustri

Daerah lainnya

(Dalam daftar tersendiri )
(Dalam daft ar tersendri)
(Dalarn daft ar tersendiri)

Bulan
Bulan

.. Tahun

.. Tahun

1 . Modal Tetap :

a- Tanah
b. Bangunan
c. Mesin/Peralatan
d. Dan lainJain

^2. Modal Kef a :

a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan
b. Upah
c. Dan lainJain

3. Sumber Pembiayaan :

a. Modal Sendiri
b. Pinjaman

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp



2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
a. Jumlah
b. Negara asal
c. Keahlian
d. Jangka waktu tinggal di tndonesia masing_masing

IV-3

III. TENAGA KERJA

IV. PEMASARAN

..... orang

..... orang

..... orang

orang

1

2

J

Dalam Negeri
Ekspor
Merek *) (Milik sendiri/tisensi)

(D|LAMP|RKAN) :
- Rekaman NPWp

(

(
.. %)
..%)

dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang
telah rusak.

dilampiri dengan surat Keterangan dari
Kepolisian setempat.

Catatan

- B. KETERANGAN LAIN

*) 1. Rusak

*)2. Hilang

C. DATA LAIN

- R*aman Akte pendirian perusahaan dan perubahannya- Rekaman lzin Mendirikan Bangunan (tMB)- Rekaman Nama Direksi dan Dewan Komisaris- Rekaman Surat persetujuan prinsip
- R*aman Formulir Modet pm ll tenfrng lntormasi pembangunan

Pabrik dan Sarana prcduksi (proyek)- Rel<aman UKL dan ltpL ahu SppL- Rekaman lzin Lokasl
- Rekaman UU Gangguan afru AMDAL

l. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :
a. Laki-taki
b. Wanita

Jumlah



IV.4

I. PRODTJKSI

JENIS INDUSTRI

No Komoditi
Kapasitas Terpasang/

Tahun Keterangan



IV.5

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan produksi Impor

b.

Harga Impor (C & F), Kurs .................-. :RP

Produksi Dalam N

III. BAHAN BAK YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHLIN

r) Harga Impor (C & F), Kurs

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

No.
Nama Mesin/

Peralatan Utama Jumlah
Kapasitas Ter-

pasang dan
Spesifikasi

Merek dan
Tahun

Negara Asal Harga *)
Rp. Juta

No
Nama Mesin/

Peralatan Utama Jumlah
Kapasitas Ter-

pasang dan
Spesifikasi

Merek dan
Tahun

Negara Asal Harga *)
Rp. Juta

No
Nama dan

Spesifikasi Jumlah Satuan Negara Asal
Harga *)

Dalam Negeri

Impor

Luas
.. M2

Rp



lv-6

V. SUMBERDAYA/ENERGI

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

+) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencernaran
yang digunakan.

a

No Natna dan Spesifikasi Kapasitas
Temasang Sahnn

JLrmlah

Pemakaian/Th Saftran

I

2

Air

Energi Penggerak

I ) Listrik
- PLN
- Pembangkit sendiri

2)Cas

3) Lain-lain

liter/detik

KVA
KVA

rnmcflhari

liter

Kwll
KwH

rnnrcf

No. Jenis Volume Satuan/Waktu Cara Penanganan Limbah *)

I

2

J

4

Padat

Cair

Gas

Lain-lain
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b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(Diisi sesuai dargan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL atau UKL dan UPL).

*) - RKL: Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL : Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL: Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL: Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, terrnasuk bahwa kami tidak melakukan
pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk
Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai denpn ketentu,an
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Prov. NAD
3. Arsip.

*) Coret yang tidali perlu

N;;il;;il;.;"#o
Aslibermeterai

Rp.6000

( )



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ACEH IJTARA
NOMOR :1TAHUN2007
TANGGAL : 20FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pemohon Model Pm-IV

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN lail USAHA PERLUASAN

([ELALU| TAHAP PERSETUJUAN pRtNStp)
KE:

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAIIAAN

!. KETERANGAN UiIUU

Pernohon :

a. Nama Pemohon/Kuasa

b. Nama Perusahaan

c. Alamat dan Nomor Telepon

2. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri/
Izin Perluasan terdahulu

II. RENCANA PERLUASAN YANG DI]UIINTAKAN IZIN

l. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan :

a. Sebelum perluasan

b. Sesudah Perluasan
2. Lokasi dan Luas Tanah:

a. Tempat/alamatpabrik
b. Luas Tanah (M2)

3. Mesin dan Bahan Baku :

a. Mesin dan Peralatan
b. Kebutuhan Bahan Balar/Penol,ong
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4. Jenis Industri

5. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan

pabrik dan sarana produksi

a. Mulai pembangunan pabrik
b. Mulai pembangunan sarana produksi

1. Modal tetap :

a. Tanah
b. Bangunan
c. MesinlPeralatan
d. Dan lain-lain

2. Modal Kerja:
a. Bahan Baku untuk 3 (tiga) bulan
b. Upah
c. Dan lain-lain

bulan

bulan
bulan

III. NILAI INVESTASI

Sebelum Perluasan

Rp
Rp
Rp
Rp.

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp..
Rp

tahun

tahun
tahun

Setelah Perluasan

Setelah Perluasan

3. Sumber Pembiayaan

a. Modal sendiri
b. Pinjaman

IV. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia
--\ Laki-laki

Wanita
Jumlah

Sebelum Perluasan

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri)

a. Jumlah
b. Negara Asal
c. Keahlian
d. Jangka waktu tinggal

di Indonesia masing-masing

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp.

Rp.

Rp
Rp

orang
orang
orang

.orang
orang
orang
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V. PEMASARAN

+) FOB. Kurs US $ I = Rp .

3. Merek *) (milik sendiriflisensi)

B. DATA LAIN

I. PRODUKSISELAMASETAHUN

PERLUASAN
JENIS INDUSTRI : ................... .. ... .

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

II. DAFTAR MESIN DAN PERLATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN
a. Mesin /Peralatan Produksi

*) Harga lmpor (C&F) Kurs : . Rp

NO KOMODITI
SEBELUM PERLUASAN SETELAH PERLUASAN

Volume Nilai Volume Nilai

I

2

Dalam Negeri

Ekspor

No Komoditi Kapa.sitas Terpasang K elerangan

Sebelum
Perluasan

Setelah I

Perluasan
SebeJram

Perluasan
Setelab,

Perluasan Satuan

No
Nama Mesin/

Peralatan Jurnlah
Kapasitas

Terpasang dan
Spesifikasi

Merek dan
Tuhun Negara Asal

Harga *)

Rp. Juta

Dalam Negeri

lmpor:
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b. Mesir/PenlatanPengendalian Pencemaran

*) Harga Impor (C&F) Kurs ........................... Rp.

III. BAHAN BAKU DAN PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

+) Harga lmpor (C&F) Kurs = Rp. .....

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

No
Narna Mesin/

Peralatan Jurnlah
Kapasitas

Terpasang dan
Spesifikasi

Merek dan
Tahun Negara Asal

Harga *)
Rp. Juta

Dalarn Negeri

lmpor :

No
Nama Bahan

dan Spesifikasi Jumlalr Satuar Negara Asal
Harga +)

Rp. Juta Keterangan

Dalam Negen

hnpor :

Luas Gudan Setelah Perluasan M2

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No. Nama dan Spesifikasi
Kapasitas
Terpasang Satuan

Jumlah Pemakaian
Per tahun Satuan

I

2

J

Air

Energr Penggerak

I ) Listrik
. PLN
- Pembangkit sendiri

2) Gas
3) Lain-lain

liter/detik

KVA
KVA

mmcf/hari

KwH
KwH
mmcf
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VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan setelah perluasan

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL.

*) - RKL : Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL : Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL : Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian ketoangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan
pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk
Industri, dan apabila temyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dangan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

l. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Prov. NAD
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

N;;ilffi;r;*"n;'
Asli bermeterai

Rp.6000

( )

No Jenis Volume Satuan/Waktu
Cara Penanganan

Limbah *)

l.
2.

3.

4.

Padat
Cair
Gas
LainJain



LAMPIRAN VI PERATTJRAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : ITAHLIN 2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Perusahaan

Nomor
Lampiran
Perihal

Semester : Pertama
Tahun
I. KETERANGAN

lnformasi Industri
(Melalui Tahap Persetujuan
Prinsio) Selama 6 Bulan.

Model Pm-V

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara
di

Lhokseumawe

Juta

.20.....

Tanda Tangan

Penanggung Jawab

Nama Terang

Jabatan

Demikian Keterangan ini kami buat dengan sebenamya, dan apabila temyata tidak benar, maka kami
bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PRODUKSI

Coret yang tidak perlu
) Harga jual pabrik

*)

Nama Perusahaan
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri
Nomor Pokok ib
Jenis Industri (KBLI)

NO. KOMODITI JUMLAH SATUAN NILAT HARGA JUAL
PABRIK (RP.)

TEMBUSAN:

L Bupati Aceh Utara.
2. Direktur Jenderal ............
3. Kepala Dinas Perindustrian dan'

Perdagangan Prov. NAD
4. Arsip.



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : I TAHLIN2007
TANGGAL : 20 FEBRUAN 2007

Diisi oleh Perusahaan

Nomor :

Lampiran :

Perihal : lnformasi lndustri
(Melalui Tahap Persetujuan
Prinsip) Selama I Tahun.

Model Pm-Vl

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustriaq Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara
di

Lhokseumawe

Tahun

I. KETERANGANUMUM:
Nama Perusahaan
Nomor dan Tanggal lzin Usaha Industri, Izin Perluasan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Jenis lndustri (KBLI)

II. PRODUKSI Juta

III. BAHAN BAKU/BATIAN PENOLONG

NO. KOMODITI JUMLATI SATUAN NrLAI (RP.) *+)

Bahan Baku/
Bahan

Penolong

Dalam Negeri Total

Jumlah Nilai
(Rp.)

Jumlah
Nilai
C&F
(Rp)

Jumlah Nilai
(Rp.)

Bahan Baku

Bahan Penolong

No. Satuan

Impor
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*) Kurs......... : Rp.

V. TENAGA KERTA

L Tenaga Keda Indonesia
- Laki-laki
- Wanita

2. TenagaKerja Asing

Jumlah

VI. PEMAKAIAN ENERGI/AIR SELAMA SETAHUN

VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN
(diisi sesxai dengan jenis limbah yang dikeluarkan serta cara limbahnya)

Juta

Orang
Orang
Orang
Orang

Orang

No. Komoditi Satuan

Dalarn N

Jumlah Nilai
(Rp )

Nilai
(FOB) r)

(Rp )

Jumlah Negara
Tujuan

l. Tenaga Listrik
- Pemb. Sendiri
- PLN

2. Gas
3. Air
4. Lain-lain

........ (KwH)
........ (KwH)

(mmcfl
(M3)

VIII. PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
Jika

NO PENANGGUNG JAWAB LAMA PENANGGUNG JAWAB BARU
AKTE PERUBAHAN

NOTARIS

IV.
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IX. MASALAH YANGDIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenamya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami
bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perahran Perundang-undangan yang berlaku.

20

TEMBUSAN :
Bupati Aceh Utara.
Direktur Jenderal

. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Prov. NAD

. Arsip.

Tanda Tangan

Penanggung Jawab

Nama

Jabatan

t
2

4

*)
rt) Coret

Harga
yang tidak p€rlu
jual pabrik



LAMPIRAN VIII PERATLIRAN BUPATI ACEH TITARA
NOMOR :1TAHLJNH2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pernohon

Nomor :

l,ampiran :

Perihal i Permintaan Persetujuan
Pemindahan Lokasi Pabrik.

Model Pm-VII

20......

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pedndusfian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara
di

Lhokseumawe

Ya/Tidak Belum Diteapkan *)

Rp

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan Persetujuan atas
Permintaan Lokasi Pabrik dengan dafa sebagai berikut :

Nama Pemohon {Perusahaan

Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan

Nomor & Tanggal IUVTDI

Jenis lndustri

Lokasi Pabrik : Baru
Lama

Dalam Kawasan Industri
Produksi :

Nilai lnvestasi
Jumlah Tenaga Kerja

No. Komoditi lndustri Kapasitas Terpasang/Tahun

)
Laki-laki ............Perempuan

(
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Catatan (dilampirkan) :

- Rekaman Izin Usaha Industri/TDl (Lama)
- Rekaman NPWP
- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (bila ada)
- Rekaman Surat Peruntukan Lokasi Baru
- Rekaman Surat Persetujuan Lokasi Baru
- Surat Keterangan Kepindahan dari Lokasi Lama.

Demikian, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

TEIi'IBUSAN :

l. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

.........20

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Asli bermaterai Rp. 6000,00

( )



LAMPIRAN D( PERATURANBUPATIACEHUTARA
NOMOR :1TAHL,N2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI2007

Diisi oleh Pemohon

Nomor
Lampiran
Perihal

Pdf.I .IK

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustriarq Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara
di

Lhokseumawe

M2
l\i2

orang
orang

Daftar Isian Permintaan
Tanda Daftar Industri
*) (Baru, Hilang, Rusak).

I. KETERANGANPEMOHON
1. Nama
2. Alamat dan Nomor Telepon

II. KETERANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI
I . a. Nama Perusahaan

b. Alamat dan Nomor Telepon
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. a. Nama Pemilik

b. Alamat
4. Lokasi Pabrik

Desa/Kelurahan
Kecamatan

Propinsi
5. Bangunan Pabrik

a. Pemilikan
b. Luas

: (Milik Sendiri/Sewa./Lainnya) *)
: - Bangunan

- Tanah
6. Mesin dan Peralatan hoduksi

a. Mesin/PeralatanUtama
b. Mesin/Peralatan Pembantu
c. Tenaga Penggerak

7. a. Jenis Industri
b. Komoditi
c. Kapasitas terpasang per Tahun
d. Kebutuhan bahan baku/penolong

: (Dalam daftar tersendiri)

(Dalam daftar tersendiri)
8. Jumlah Tenaga Kerja

a. lndonesia : Laki-laki : ............ orang Wanita :

b. Asing : Laki-laki : ............ oftrng Wanita :

a.
b.

c.

d.

Kabupaten/Kotamadya

9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah : Rp.
dan bangunan tempat usaha

10. Merek +) (milik sendiri/lisensi)

( )
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III. KETERANGAN LAIN

*) a. Rusak dilampiri dengan Tanda Daftar Industri yang

telah rusak.
dilampiri dengan Surat Keterangan dari
Kepolisian s€tempat.

*) b. Hilang

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenamya termasuk bahwa kami tidak
melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lai seperti Hak Cipta, Paten,
Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila temyata tidak benar, maka kami bersedia
menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraluran Perundang-Undangan yang berlaku.

..........20..

TEMBUSAN:

1. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NAD
3. Arsip

*) Coret y'ang tidak perlu

Tanda Tangan atau Cap Jempol

Pemohon

Asli bermaterai
Rp.6000

(.... .. . ..... ..........................)



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : I TAHUN2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2OO7

PdfII-II(

KOP UNITKEzuA
TANDA DAFTAR INDUSTRI (BARU,HILANG, RUSAK **)

NOMOR:

4. a.

b.

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

l. a. Nama Perusahaan

b. Alamat dan Nomor Telepon

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK)

Nama Pemilik
Alamat Pemilik

5. Jenis Industri (KBLI)

6. Komoditi Industri (KKI)

7. Lokasi Pabrik
a. Desa/Kelurahan
b. Kecamatan
c. Kabupaten/l(ota
d. Propinsi

8. Mesin dan Peralatan Produksi
a. Mesin/Peralatan Utama
b. Mesin/Peralatan Pembantu
c. Tenaga Penggerak

9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha

-\ 
10. Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun

Rp
.)
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B. KETERANGAN LAIN

**) L Rusak sesuai dengan buliti Tanda Daftar Industri telah dimiliki.
**) 2. Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolisian Nomor: ........

Pemegang Tanda Daliar Industri ini alian manyampaikan informasi industri dergan mengisi Formuli Model Pdllll-lK
pada seliap tahtm paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai lzin Usaha tndust

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada targga.l :

TEMBIJSAN
l. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas PERINDAC Prov. NAD
3. Arsip.

**) Coret yang tidak perlu

Kepala Dinas Perindustriarl Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

(... ..
NIP

,, )



LAMPIRAN XI PERATURANBUPATI ACEHUTARA
NOMOR : I TAHUN2007
TANGGAL : 20FEBRUARI2007

Diisi oleh Perusahaan

Nomor
Lampiran
Perihal Informasi lndusni

Tanda Daftar Industri
(Realisasi).

Tahun :

I. KETERANGANUMUM:

l. Nama Perusahaan

2. Alamat Perusahaan

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Jenis Industri (KBLI)

II. TENAGA KERJA

III. PRODUKSI

Pdf.III .IK

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustriaq Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Ac€h Utara
di

Lhokseumawe

NO. TENAGA KERJA JUMLAH

I

2.

Indonesia
a. Laki-laki
b. Wanita

Asing
a. Laki-laki
b. Wanita

TotalI

NO. KOMODITI JUMLAH SATUAN NILAI HARGA JUAL
PABRIK (Rp.000,-)
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IV. PEMASARAN

+ ) Kurs

V. BAHAN BAKU & PENOLONG

VI. MASAIAH YANG DIHADAPI DAN SARAN.SARAN

Demikianlah kererangan ini kami buat dengan sebenamya dan apabila temyata tidak
benar kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentrnn Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Rp

TEMBUSAN:
I . Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas PERINDAGKOP Prov. NAD
3. Arsip

r) Coret yang tidak perlu

............ 20....
Penanggung Jawab,tPemilik
Nama :

Jabatan :

TandaTangan:

No Komoditi Saluan

Dalam Negeri Ekspor
Negara Tuj uanJumlah Nilai

Rp.(000)
Jumlah Nilai (FOB)

Rp.(000)**)

No Bahan Baku/
Penolong

Satuan

Dalam Negeri Impor Total
Jumlah Nilai

Rp.(000)
Jumlah Nilai *'')

Rp.(000)
Jumlah Nilai

Rp.(000)

Bahan Baku

Bahan Penolong



LAMPIRAN xII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : I TAHUN2007
TANGGAL : 20FEBRUARI2007

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Prinsip

Model Pi-I

20......

: Laki-laki Wanita

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOP SURAT I..INIT

Lhokseumawe,

Kepada Yth.

Sehubungan dengan surat permintaan Saudara No,........ tanggal .....,... perihal
pokok surat di atag dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui
rencana Saudara untuk mendirikan/mernperluas +) usaha industri dalam jenis industri
(KLUI) ...... di daerah ....... berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utam Nomo 4 Tahun 2006
dan peraturan pelaksanaannya dengan perincian sebagai berikut:
I . Nama Perusahaan :

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

di

3. Jumlah Tenaga Kerja

No. Komoditi KKI Kapasitas Produksi
Per Tahun

Rencana investasi sebesar Rp.
Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik

dan sarana produksi (proyek) setiap I (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 3l Januari
tahun bedkutnya dengan menggunakan model Pm-II seperti terlampir.
Persetujuan prinsip ini tidak berlaku untuk melakukan produksi komersial sampai dikeluarkan
Izin Usaha Industri Perusahaan yang bersangkutan
Persetujuan prinsip ini habis masa berlakunya pada tanggal

Tembusan:
1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas PERINDAGKOP Prov. NAD
3. Arsip

*) Coret yang tidak perlu

NIP

Diisi oleh P,



LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : 1TAHUN2007
TANGGAL : 20FEBRUARI2007

Diisi oleh Peiabat Pemeriksa

KOP DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan ...................tahun yang
bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan surat tugas Nomor. ..........".......... tanggal
dari ......................., serta sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor
Tahun tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Usaha Industri (lUI), Tanda Daftar
Industri (TDI) dan Izin Perluasan (IP), telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap:

Nama Perusahaan

Lokasi

Jenis Industri (KBLI)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pemeriksa ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Industri/Izin Perluasan*)
dengan hasil sebagai berikut:

1. Komoditi dan Kapasitas hoduksi yang diizinkan per tahun

No. Komoditi KKI Kapasitas Produksi
Terpasang

2. Kelengkapan Perizinan:
a) Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lokasi
b) AMDAL, UKLdan UPL,SPPL
c) Merek (milik sendiriflisensi)
d) Lain-lain

Adapun data lain yang diperlukan adalah sesuai/tidak sesuai *) dengan data dalam Daftar Isian Permintaan
Izin usaha Industri (Model Pm-III), Izin Perluasan (Model Pm - Iv*) yang diajukan oleh perusahaan yang
bersangkutan seperti terlampir.

lM"det PtI
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Daftar Isian rmtuk Permintaan Izin Usaha Industri (Pm-III)/Daftar Isian untuk Permintaan Izin Usaha
Perluasan (Pm.lvt) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Perneriksaan ini
u tuk selanjutnya dipergunakan sebagai dasar guna penerbitan Izin Usaha Industri/lzin Poluasan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya.

. 20.

Penan ggung Jawab Perusahaan Pemeriksa

(

Mengetahui :

Kepala Dinas Perindusaian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

NIP,

TEMBUSAN
l. Bupati Aceh Utara.

2. Kepala Dinas PENNDAG Prov. NAD
3- Arsip.

t) Coret yang tidak perlu

.) (.......



LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : I TAHUN2007
TANGGAL : 20FEBRUARI2007

Menimbang

Model Pi-ll I

KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRTAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANCAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik
dan sarana produksi perusahaan industri .................., yang dilaksanakan oleh
petugas DINAS PERINDAGKOP, menyatakan bahwa perusahaan .. .. ... . .. .. (nama
perusahaan) telah memenuhi syant-syarat yang diperlukan bagi industri tersebut;

b. bahwa untuk itu perlu diberikan lzin Usaha Industri.

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan,

Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. l6 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan

Pemberian lzin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 2504{/SK/10/1994 tentang Pedoman

Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor
Industri;

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444lj\4PP/Kepl9lll998 jo.
No. 24lIVIPPiKep/U1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394MPP/Kep/8/1999 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan
Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perinduskian dan Perdagangan di
Kabupaten/Kotamadya;

Mengingat



XIV.2

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/lr4PP/Kep/1011999
tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat
Jenderal Dan Kewenangan Pembenan Izin Bidang lndustri dan Perdagangan Di
Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590,MPP/Kep/10/1999
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Usaha Industri, Izin Perluasan dan
Tanda Daftar Indutri.

10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri (lUI),
Tanda Daftar Industri (TDl) dan Izin Perluasan (lP).

ll. Peraturan Bupati Aceh Utard Nomor ... ... ... .... Tahun......... tentang Ketentuatr dan
Tata Cara Pernberian lzin Usaha Industri (ltjl),Tanda Daftar Industri (TDI) dan lzin
Perluasan (lP).

Memperhatikan: Berita Acara Pemeriksaan tanggal ......

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI
Kepada

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Untuk menjalankan Perusahaan Industri

I . Jenis Industri (KBLI)

2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaan

b. Alamat Pabrik

3. Jumlah Tanaga Kerja : taki-laki : ....................
: Wanita : . .. ... ... ... ... ... ..

dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

KEDUA lzin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

KETIGA Izin Usaha Industn ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan

perundang-undangan lain yang trerlaku.
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KEEMPAT Izin Usaha Industri ini mulai berraku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Dinas Perindustrian, 
.peqdqgangan dan Koperasi

Kabupaten Aceh Utara

NIP

TEMBUSAN
l. Bupati Aceh Utara.
2. Kepala Dinas PERINDAG prov. NAD
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu



XIV.4

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR :

TANGGAL :

I

BATASAN DAN KE'IENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

PENANCGUNG JAWAB PRODUKSI,
l. Penanggungjawab :

a. Nama
b. Alamat
c. Nama Pemilik

(Berdasarkan Akte Pendirian )
2. Produksi

a. Komoditi Industri
b. Kapasitas terpasang/tahun

3. Total Investasi
4. Jumlah Tenaga Kerja

a. Indonesia

b. Asing
5. Merek *) (milik sendin/lisensi)

II

orang
orang

KETENTUAN
l. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih

dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apatrila mengadakan perubahan terlrad.ap nama, alamat dan

atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan
dilakukan.

3. Wajib rnenyampaikan infonnasi industri setiap semester pertama paling Iambat tanggal 3l Juli dan
setahun sekali paling lambat tanggal 3l Januari tahun berikutnya.

4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30%
di atas kapasitas izin yang diberikan.

5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan
timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta ylrng menyangkut keamanan
dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinva termasuk pengangkutannya dan keselamatan
kefa.

6. Wajib memaluhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang
rnenyangkut kegiatan indusr n.
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III. Gt]DANG

lzin Usaha Industn ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam
komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku,
bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas .............M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

Apabila persyaratan pada butir ll tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang lzin Usaha lndustri ini
dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4
Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

NIP

TEMBUSAN :

I . Bupati Aceh Utara.

2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

Komoditi KKI Kapasitas Terpasang
Per tahtur

SatuanNO.



LAMPIRAN XV PERATURAN B{,JPATI ACEH UTARA
NOMOR : ITAHUN2007
TANGGAL : 20FEBRUARI2007

KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR:

IZIN USAHAINDUSTRI
MELALUI TAT{AP PERSETUruAN PRINSIP (TIILANG/RUSAK)T

KEPALA DINAS PERINDUSTRLA,N, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

Surat dari No ...............Membaca

Menimbang

Mengingat

tanggal perihal

a- bahwa berdasarkan surat tersebut diatas serta bukti-bukti yang ad4 kepada
perusahaan industri ........... perlu diberikan Izin Usaha Industri hru sebagai pengganti
Izin Usaha lndusfi yang rusak atau hilang *);

b. bahwa untuk itu perlu diberikan lzin Usaha Industri.

l. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah No. l7 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan,

Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keptrtusan Presiden Republik Indonesia No. l6 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan

Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/lvVSKl10l1994 tentang Pedoman

Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor
Induski;

6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 148/M/SI(7/1995
tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang hoses hoduksinya Tidak
Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber
Daya Alam Secara Berlebihan;

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444lMPP/Kepl9//lc)95 jo.
No. 24lIr4PP/Kep/V1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;

l- M"d"t PI-IIIAI

TENTANG



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

XV-2

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394,MPP/Kep/8/1999 tentang
Organisasi dan Tata Ke4ja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan
Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di
Kabupaten/Kotamadya;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/N,lPP/Kepl10/1999
tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat
Jenderal Dan Kewenangan Pemberian lzin Bidang Industri dan Perdagangan Di
Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/\4PP/Kepll0l1999
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Usaha Industri, Izin Perluasan dan
Tanda Daftar Industri.

I l. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha lndustri (lUI),
Tanda Daftar lndustri (TDI) dan lzin Perluasan (lP).

12. Perafuran Bupati Aceh Utara Nomor . . . . . . . . . -.. . Tahrur . ,. .. . . . . tentang Ketentuan dan

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri (IUI),Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin
Perluasan (lP).

MEMUTUSK AN

Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI baru dengan alasan
* Rusak atau +) hilang
Kepada : . .. ... . .. ... ... ... ...
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : ... ... ... ... ... ... ...
Unruk menjalankan Perusahaan Industri :

l. Jenis Industri (KBLI)

2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaan

b. Alamat Pahrik

3. Jumlah Tenaga Ke{a : Laki-laki:....................
:Wanita :............

dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada lzin Usaha Industri ini

Izin Usaha lndustri berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

lzin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang dihamskan berdasarkan peraturan-
perundang-undangan yang berlaku.
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KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

NIP.

TEMBUSAN :

l. Bupati Aceh Utara.

2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD
3. Arsip.

t) Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR :

TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI

PENANGGTJNG JAWAB PRODUKSI,
l. Penarggungjawab :

a. Nama
b. Alamat
c. Nama Pernilik

(Berdasarkan Akte Pendirian )
2. Produksi

a. Komoditi lndustri
b. Kapasitas terpasang/ahun

3. Total Investasi
4. Jumlah Tenaga Kerja

a. Indonesia
b. Asing

5. Merek 'r) (milik sendiri,{isensi)

orang
.orang

II KETENTUAN
l. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih

dahulu dari pejabat yang memberi izin.

2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan

atau penganggung jawab perusahaan selambat-lambanrya I (satu) bulan setelah perubahan

dilakukan.

3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 3 Juli dan

setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30%
di atas kapasitas izin yang diberikan.

5. Walib melaksanakan upaya keseirnbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan

timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan

dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan
ke{a.

6. Waiib mematuhi segala Ketentuan-ketentuanr/Peraturan Penrndang-undangan yang berlaku yang
menyangkut kegiatan industri.
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III- GUDANG

lzin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyirrpanan yang berada dalam
komplek usaha industri yang digunakan untuk penyirnpanan peralatan, perlengkapan bahan baku,
bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

Apabila persyamtan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini
dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Qantn Kabupaten Aceh Utara Nomor 4
Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

NIP

*) Coret yang tidak perlu.

NO Komoditi KKI Kapasitas Terpasang
Per tahun

Satuan

TEMBUSAN :

l. Bupati Ac€h Utara.

2. Kepala Dinas PERINDAG hov. NAD.
3. Arsip.



LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : I TAHUN2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Model Pi- tV
KOP SI.]RAT I.,NIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR

TENTANG
IZIN PERLUASAN

(MELALUI TAHAP PERSETUruAN PRINSTP)

Membaca surat permintaan dari........ Nomor .. tanggal... perihal
Permintaan lzin Perluasan, maka berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor ...... Tahun , memberikan :

IZIN PERLUASAN

Kepada
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Untuk menjalankan Perusahaan lndustri
l. Jenis Industri (KBLI)
2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaan

b. Alamat Pabrik
dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir
Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yxng dimiliki dan
berlaku selama perusahaan industri ini berproduksi.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

NIP
TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.

Z.Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEzuNDAGKOP
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR .

TANGGAL :

PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERIA DAN MEREK DAGANG:
1. Produksi :

a. lndustri (KKI) :....................
b. Kapasitas Izin Per Tahun :....................

2. Totzl Investasi :

a. Modal Mesin Peralatan

b. Modal Kerja

3. Jumlah Tenaga Ketja
a- Indonesia
b. Asing

4. Merek *) (milik sendiri/lisensi)

II,

. . .orang
. . .orang

KETENTUAN
l. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebilt

dahulu dari peiabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan

atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya I (satu) bulan setelah perubahan

dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 3l Juli dan

setahun sekali paling lambat tanggal 3l Januari tahun benkutnya.
4. Wajib mengajukan izin perluasaq jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30olo

di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan

tirnbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan

dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan

ke{a.
6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan,/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang

menyangkut kegiatan industri.

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

I.
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m

ry. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegan g Lzin Usaha Industri ini
dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4
Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya.

GT,rDANG SETELAH PERLUASAN

rzin usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalamkomplek usaha industri yang digunakan untuk p"iyirpurran peralatan, perlengkapan bahan baku,bahan penolong dan barang juAi *tut keperluan t.giatar r*t u industri.

V

TEMBUSAN :

l. Bupati Aceh Utara.

2.Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

NIP

NO. Komoditi KKI Kapasitas Terpasang
Per tahun

Satuan



LAMPIRAN XVIIPERATURAN BTIPATI ACEH UTARA
NOMOR : I TAHLN2007
TANC,GAL : 20 FEBRUARI 2007

Model Pi -v
Diisi oleh Pejabat

Unit Kerja

DINA S PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERA SI
KOP SURAT TNITNomor :

Lampiran :

Perilah :

20.......

Persefuj uan atas perm intaan
Perusahaan

Kepada Yth.

di

Sehubungan dengan permintaan Saudara N
9-gg"l _................... perihal permintaan perubahan
ini kami memberikan pers€tujuan atas perubahan:

omor

dengan

BaruI
2

J

Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud di atas, adalah merupakan bagian yangtak terpisahkan dari *) lzin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atas
..... tanggalNama............................ Nomor.

Kepala Dinas Petindustrian. perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utari

NIP

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.

2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

Lama



LAMPIRAN XVM PERATURAN BTJPATI ACEH UTARA
NOMOR : I TAHUN2007
TANGGAL : 20 FEBRUART 2007

Diisi oleh pejabat

Unit Kerja

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOP SURAT TINIT

Nomor
Lampiran
Perihal

20.......

Penundaan/penolakan *)
permintaan persetujuan prinsip/
Izin Usaha Industri *)
(Melalui Tatrap persetuiuan prinsip)

Kepada Yth.

di

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor...........
""::"':""""' Perihal

diadakan penelitian terhadap jenis d", k.;;;il ;;il,.#;;;;;r**fi; ;;;;j;;,Usaha Industri *) diperoleh hal-hal sebagai berikut:
l.

tanggal

setelah
Prinsip/Izin

2. , dan seterusnya

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.

Z.KepalaDinas PERINDAG Prov. NAD.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa permintaan persetujuanPrinsip/Izin Usaha Industri *) yang Saudaraajukir ditunda/ditolak *) untuk diberikan.Bagi Perusahaan Industri yang ditunda Pemberian e"oJtuffi prinsip/Izin usaha Industri *)diberikan kesempatan untuk melengfapi/memenuhi ketentuan p";il;, dalam waktu 6 (enam) bulanterhitung sejak dikeluarkannya surairenundaan, dan apabila b"t r;rkh, tersebut dilampaui persehrjuan
Prinsip/Izin Usaha Industri *) ditolak.

Bagi Perusahaan Industri yang ditolak Pemberian Persetujuan prinsip/Izin usaha Industri *) dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dikeluarL-r,"u surat penolakan diberi kesempatan untukmengajukan permohonan banding.
Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

NIP.



LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : I TAHUN2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model Pi - VII

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.

2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.
3. A$ip.

*) Coret yang tidak perlu.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERAS]
KOP SURAT LTNIT

Teguran ke Kepada Yth.
Tentang Pelaksanaan Ketentuan
lzin Usaha Industri (Melalui/
Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip
Tanda Daftar Industri

20.....

di

Sesuai dengan Izin Usaha Industri/lzin PerluasanlTanda Daftar lndustri
Nomor........................ tanggal atas nama yang bergerak dalam
jenis lndustri..... Dengan lokasi di ......... setelah diadakan
penelitian, ternyata Perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku
antara lain:
I
2
3

4

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami meminta agar Saudara dalam jangka
waktu I (satu) bulan sejak dikeluarkan surat ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang
berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

NIP.



LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : I TAHUN2007
TANCGAL : 20 FEBRUARI 2007

Model Pi -VIII
KOP SURAT TJNIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANCAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA INDUSTzu
(MELALUI /TANPA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP/TANDA DAFTAR INDUSTRI *)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana
tercantum dalam Izin Us$a Industri/Tanda Daftar Industri i) Nomor
Tangga1........... atas nama.. yang bergerak dalam jenis

di ... temyata tidak memenuhi syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Surat Izin Usaha./Tanda Daftar
lndustri *) yang bersangkutan perlu dibekukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang lzin Usaha Industri;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1986 tentang Penyederhanaan
Pemberian Izin Usaha Industri:

5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 25OlMlSKJ10l'1994 tentang Pedoman
Teknis Penyrsunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sek1or
Industri;

6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 148/M/SK/7/1995
tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses hoduksinya Tidak
Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber
Daya Alam Secara Berlebihan;

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan,
Pembinaan dan Pengembangan Industri;
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7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444lIvlPP/Kep/9//198 jo.
No. 24,MPP/Kep lll1999 tenlug Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Penndustrian dan Perdagangan;

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394lMPP/Kep/8/199
tentang Organisasi dan Tata Kefa Kantor Wilayal Departemen Perindustrian xan

Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di
Kabupaten/Koamadya;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589i\4PPlKep/ 10/1999

tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat
Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di
Lingkungan Departemen Perindustrian dalt Perdagangan;

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perda8angan No. 590/Ir4PP/KEP/10/1999

tentang Kelentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha lndustri, Izin Perluasan dan

Tanda Daftar Industri.

I l. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang lzin Usaha lndustri (lUI),
Tanda Daftar Industri (TDI) dan lzin Perluasan (lP).

12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor............. Tahun......... tentang Ketentuan dan

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri (lUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin
Perluasan (IP).

Mempohatikan: l. Surat dari .....- Nomor
tanggal .......... Perihal teguran ke 3 tentang Pelaksanaan

Ketentuan lzin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri ')

2. Surat .

tanggal
Nomor

Penhal

Daftar lndustri *)
Perdagangan dan

'-: ::::"*u

yang ditetapkan dmgan *)

Koperasi Kabupaten Acelr
dalam jenis industri

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

MEMUTUSKAN

Membekukan lzin Usaha lndustri/Tanda
Keputusan Kepala Dinas Perindustri an,

lll"" . Ji

Kepada perusahaan yang dikenakan Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri
sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA harus melakukan perbaikan sesuai dengan
ketantuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan Keputusan
ini dan apabila dalan jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak
rnelakukan perbaikan, Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industrinya *) akan dicabut.
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: Dengan dibekukannya tzin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) sebagaimana
dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan
dalam jenis industri sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

NIP

*) Coret yang tidak perlu.

TEMBUSAN :

I . Bupati Aceh Utara-

2. Kepala Dinas PEzuNDAG Prov. NAD.
3. Arsip.



LAMPIRAN XxI PERATT'RAN BUPATI ACEH I.-ITARA
NOMOR : 1TAHUN2007
TANGGAL : 20FEBRUARI2007

Model Pi -D(
KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH LTTARA

NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA INDUSTPJ
(MELALUI /TANPA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIPffANDA DAFTAR INDUSTRI *)

KEPALA DINAS PERTNDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana
tercantum dalam Izin Usaha IndustrVTanda Daftar Industri t) Nomor
Tangp1........... atas nama........ yang brgerak dalam janis
industri............
di temyata tidak memenuhi syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Surat Izin Usaha/Tanda Daftar
Industri +) yang bersangkutan perlu dicabut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan,
Pembinaan dan Pengembangan Industri;

3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1986 tentang penyederhanaan

Pemberian Izin Usaha Industri;

5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 25O/MlSWl0ll994 tentang pedoman

Teknis Penlusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor
Industri;

6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Pordagangan No. 148/M/SK/7/1995
tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang proses produksinya Tidak
Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber
Daya Alam Secara Berlebihan;
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7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444,MPP[(epl9ll199l8 jo.
No, 24,4\4PPlKep/lll999 tentang Organisasi dan Tata Keda Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394,4.{PP/Kepl8l1999
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departanen Perindustrian xan
Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di
Kabupaten/Kotamadya;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589,MPP/Kep/10/1999
tentang Penetapar Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat
Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang lndustri dan Pedagangan Di
Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590&{PP/KEP/10/1999
tentang Ketentrn dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan
Tanda Daftar Industri.

11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang lzin Usaha
Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan lzin Perluasan (lP).

12 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Tshun ......... tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Usaha Industri (lUI), Tanda Daftar
Industri (TDI) dan Izin Perluasan (lP).

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh
Utara tanggal Nomor ............................. Perihal
Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar lndustri +) atas nama

2. Surat .

tanggal
Notnor

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Perihal

MEMUTUSKAN

Mencabut lzin Usaha lndustri/Tanda Daftar Industri +) yang ditetapkan dengan
Kepufusan Kepala Dinas Perindmtrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh
Utara No tanggal ............... yang bergerak dalam jenis industri

........ di....

Kepada perusahaan yang dicabut Izin Usaha lndustri / Tanda Daftar Industri +)

sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam jangka wattu 30 (tiga puluh) hari
sejak dikeluarkan Keputusan Pencabutan lzin Usaha Industri/Tanda Daftar lndustri *)
ini dapat mengajukan banding.
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: Dengan dicabutnya IzinUsaha Industri/Tanda Daftar Industri*) sebagaimana
dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan dilarang untuk melakukan
kegiatan dalam jenis industri dan diwajibkan mengembalikan Izin
Usalra IndustrlTandaDaftar Industri *) tersebut kepada Kepala Dinas Perindus-
trian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Utara dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ... ... ..
Pada tanggal : ... ... ..

KETIGA

TEMBUSAN :

1. Bupati Aceh Utara.

2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

NIP



LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI ACEH T-ITARA
NOMOR :lTAHIIN2007
TANGCAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat

Nomor
Lampiran
Perihal

TEMBUSAN:

l. Bupati Ac€h Utam.

2. Kepala Dinas PERINDAC Prov. NAD

3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.

Model Pi - X

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDACANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

KOP SURAT UNIT
20.....

Persetujuan atas Pemindahan
Lokasi Pabrik

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Utara
di

Lhokseumawe

Sehubungan dengan p€rmintaan Saudara Nomor
'Ianggal perihal Pemintaan Pe$etujuan Pemindahan Lokasi Pabrik

dengan ini kami memberikan pen€tujuan atas pemindahan tersebut sebagai berikut:
Lama Baru

Lokasi Pabrik

Pers€hrjuan pemindahan lokasi pabrik ini berlaku sebagai penetujuan prinsip dan habis masa
berlakunya pada tanggal

Perusahaan Saudara diwajibkan menyarnpaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana
prcduksi (proyek) dilokasi baru setiQ I (satu) tahun sekali paling lambat tanggsl 3l Janusri tahun
berikutnya dengan menggunakan Pm - lI s€perti terlampir.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

NIP.



LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : I TAHUN2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

PdfII - IK

KOP UNIT KERJA
TANDA DAFTAR INDUSTRI (BARU, HILANG, RUSAK **)

NOMOR:

A. KETERANCAN PEMOHON/PERUSAHAAN

a. Nama Perusahaan

b. Alamat dan Nomor Telepon

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK)

4. a. Nama Penilik
b. Alamat Pemilik

5. Jenis Industri (KBLI)

6. Komoditi Industri (KKI)

7. Lokasi Pabrik
a. Desa,/Kelurahan
b. Kecamatan
c. Kabupaten/Kotamadya
d. Propinsi

8. Mesin dan Peralatan Pmduksi
a. Mesir/Peralatan Utama
b. Mesin /Peralatan Pembantu
c. Tenaga Penggerak

9. Nilai Investasi tidsk termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha

10. IGpasitas Produksi Terpasang Per Tahun

Rp
( )
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x. KETERANGANLAIN:

**) 1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Industri telah dimiliki.**) 2. Hllwrg berdasarkan keterangan dari Kepolisian Nomor ; ... .....

Pemegang Tanda Daftar Industri ini agar menyampaikan informasi industri dengan mengisi Formulir Model PdfIII-lK
pada setiap tahun paling lambat tanggal 3 I Januari tahun berikutnya.

Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

NIP

TEMBUSAN :

L Bupati Aceh Utara

2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD.

3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.



LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : I TAHUN2007
TANGGAL : 20FEBRUARI2007

Diisi oleh Pemohon Model SP I

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan lzin Usaha lndustri Nomor
Tanggal

1. Kami bersedia memenuhi, mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dari lnstansi lain yang berkaitan dengan
pembangunan pabrik dan sarana produksi (antara lain kewajiban membuat RKL dan
RPL atau UKL dan UPL atau SPPL, Undang-undang Gangguan, lMB, Izin Lokasi
dan sebagainya).

2. Kami bersedia menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-
lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkan lzin Usaha Industri serta tidak
berproduksi komersial sebelum memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Kami menyatakan bahwa kami tidak melakukan pelanggamn Hak Atas Kekayaan
Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain hoduk tndustri).

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Penanggung Jawab/Kuasa i

Alamat Penanggung Jawab/Kuasa :

Nama Perusahaan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Alamat Kantor Pusat/Perusahaan :

Alamat Pabrik/Lokasi
r)Di dalam/di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat :

Nomor Telp/Fax/Telex :

Jenis Industri :

KBLYKKI
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4. Apabila kami tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercanhrm
dalam Surat Pemyataan ini, kami bersedia menghentikan kegiatan operasi" dicabut
Izin Usaha Industrinya serta bersedia dituntut di Pengadilan maupun menerima segala

akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yarg berlaku.

i) Untuk melengkapi permohonan kami tersebut, bersama ini kami lampirkan :

a. Daftar lsian Unhrk Permintaan Izin Usaha Industri.
b. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri,4kwasan Berikat bahwa

perusahaan akan dibangun dilokasinya (bagi yang berlokasi di kawasan
Industri/Kawasan Berikat).

Demikian Surat Pemyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

20

Yang membuat pernyataan,

(......... .....
DirekturlPenanggrurg Jawab

Temtrusan :

1. Bupati Aceh Utara.
2. Arsip.

Catatan'.

- Kertas yang dipergunakan kertas segel atau kertas dengan
kop perusahaan (dibubuhi materai Rp. 6.000,r.

- Surat Pernyataan ini berlaku sebagai Surat Permohonan
Izin Usaha Industri.

*) Coret yang tidak perlu.

)



LAMPIRAN XXV PERATURAN BTJPATI ACEH UTARA
NOMOR : I TAHUN2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pemohon Model SP II

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN ZIN USAHA INDUSTRI

TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
*) (BARU, RUSAK, HILANG)

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

I. KETERANGANUMUM

1- Pemohon:

a. Nama Pemohon/Kuasa

b. Alamat dan Nomor Telepon

2. Perusahaan:

a. Nama Perusahaan

b. No. Pokok Wajib Pajak (NPWP)

c. Alamat dan Nomor Telepon

3. Jenis Industri

4. Nama Notaris dan Nomor Akte
Pendirian Perusahaan

5. Penanggung Jawab Perusahaan :

6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris :
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8. a.

b.
c.

7. a. Lokasi dan luas tanah

b. Alamat Pabrik

c. Luas tanah (M2)

Lahan Perunrukan tndustri (LPl)

Di dalam Kawasan Industri/Kawasan
Berikat
Di luar Kawasan Industri/Kawasan
Berikat
Kompleks Industri

Daerah lainnya

(Dalam daftar tersendiri )

(Dalam daftar tersendri)
(Dalam daft ar tersendiri)

Bulan ... .. .. Tahun

Bulan ...... Tahun

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Komoditi dan kapasitas :

terpasang per tahun
Mesin dan Peralatan :

Bahan Baku dan Bahan Penolong:

9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan
Pabrik dan Sarana Produksi :

a. Penyelesaian Pembangtrnan
Pabrik

b. Penyelesaian Pembangunan
Sarana Produksi

II. NILAI INVESTASI

I . Modal Tetap :

a. Tanah
b. Bangunan
c. Mesin/Peralatan
d. Dan lain - lain

2. Modal Kerja :

a. Bahan Baku rmtuk 4 (empat)
bulan

b. Upah
c- Dan lain - lain

3. Sumber Pembiayaan:
a. Modal Sendiri
b. Pinjaman



1. Penggunaan Tenaga Ke{a Indonesia:

a. Laki-laki :

b. Wanita

Jumlah

2. Penggunaan Tenaga Kda Asing

a. Jumlah

b. Negara asal

c. Keahlian

d. Jangka waktu tinggal di
lndonesra masing-masing

I . Dalam Negeri

2. Ekspor

3. Merek *) (milik sendiri/lisensi)

Catatan (Dilampiftan) :

B. KETERANGAN I,AIN :

+) 1. Rusak

*) 2. Hilang

xxv-3

III. TENAGA KERJA

. . ... orang

orang

orang

. ... . .. orang

IV. PEMASARAN

.... .. o/o)

......vt

Rekaman NfuW
Rekaman AKe Pendiian Perusahaan dan atau
Perusahaannya
Rekaman lzin Mendiikan Bangunan (IMB)
Rekaman Formulir Mocbl Pm-il tentang lnformasi
Pembangunan Pabik dan Sarana Produksi (Proyek)

dilampiri dengan Izin Usaha Industri
yang telah rusak.
dilampiri dengan Surat Keterargan dari
Kepolisian setempat.

(

(
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C. DATA LAIN

I. PRODUKSI

JENIS INDUSTRI :

No. Komoditi Kapasitas
Terpasans/Tahun

Keterangan
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II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

+) Harga hnpor (C & F), Krrrs

b. Mesin /Peralatan Pengendalian Pencemaran

=Rp

.. .:Rp

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

* ) Harga lmpor (C & F), Kurs . Rp

No
Nama Mesin/

Peralatan

Utama
Junlah

Kapasitas
Terpasang dan

Spesifikasi

Merek
dan

Tahun

Negara
Asal

Harga *)

Rp. Juta

I

2

Dalam Negeri

lmpor

No.
Nama Mesi

Peralatan
Utama

Jrunlah
Kapasitas

Terpasang dan
Spesifikasi

Merek
dan

Tahun

Negara
Asal

Harga *)

Rp. Juta

I

2

Dalam Negeri

lmpor

No Nama dan
Spesifikasi

Jumlah Sahran Negara

Asal
Harga t)
Rp. Juta

Keteran gan

I

2

Dalam Negeri

Impor

*)Harga Impor (C & F). Kurs ...
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III. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang M2

V. SUMBERDAYA/ENERGI

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spxsifikasi Lirnbah yang dixeluarkan

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

No Narna dan

Spesifikasi
Kapasitas

TerDasang

Satrnn Jumlah
Pemakaian/Th

Satuan

Air

Energi Penggerak
1) Listerik

- PLN
- Pembangkit

sendiri
2) Gas

3) Lain-lain

Jiter/detik

KVA
KVA

mmcf/hari

Liter

KwH
KwH

mmcf

No Jenis Volume Satuan/Waktu Cara Penanganan
Limbah*)

I

2

3

4

Padal

Cair

Gas

Lain-larn

l.

2.
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b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari studi Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL.

RKL : Rencana Pengelolaan Lingkungan
RPL : Rencana Pemantauan Lingkungan
UKL : Upaya Pengelolaan Lingkungan
UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak
melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antaru lain seperti Hak Cipta,
Paten, Merelg atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami
bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Nama dan tanda tangan Pemohon,

Asli bermaterai
Rp. 6000,

Tembusan:
1 @.ti Aceh Utara.
2. Arsip.

*) Coretyang tidak perlu

*)

20

( )



LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR :1TAHLrN2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI2007

Diisi oleh Pemohon Model SP III

1. Pemohon

2. Nomor dan Tanggal Izin Usaha
Industri/Izin Perluasan terdahulu

l. Kapasitas yang direncanakan untuk
perluasan :

a. Sebelum perluasan
b. Sesudah perluasan

2. Lokasi dan Luas Tanah :

a. Tempat/AlamatPabrik
b. Luas Tanah (M2)

3. Mesin dan Bahan Baku :

a. Mesin Peralatan
b. Kebutuhan Bahan Baku,/

Penolong

4. Jenis Industri

DAFTARISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN PERLUASAN

(TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

I. KETERANCANUMUM

a. Nama Pemohon/Kuasa

b. Nama Perusahaan

b. Alamat dan Nomor Telepon

II RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN
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bulan5. Jadwal wallu penyelesaian pem-
bangunan pabrik dan sarana produksi

a- Mulai pembangunan pabrik
b. Mulai pembangunan sarana

produksi

l. Modal Tetap :

a. Tanah

b. Bangunan
c. Mesin/Peralatan
d. Dan lain - lain

3. Modal Kerja :

a. Bahan Baku unruk 4 (empat)

bulan
b. Upah

c. Dan lain - lain

3. Sumber Pembiayaan:
a. Modal Sendiri
b. Pinjaman

1. Tenaga Keqa Indonesia
Laki-laki
Wanita
Jumlah

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing :

(bila perlu dalam daftar tersendiri)
a. Jumlah
b. Negara asal
c. Keahlian
d. Jangka waktu tinggal di

Indonesia masing-masing

III. NILAI INVESTASI

Sebelum Perluasar Sesudah Perluasan

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

Rp.......
Rp.

IV. TENAGA KERIA

Sebelum Perluasan Sesudalr Perluasan

orang
orang
orang

bulan . .. .

bulan ... .

tahun

tahun
tahun

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp.

Rp

orang

orang
orang
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V. PEMASARAN

t)FOB. Kurs US$ = Rp. ..

3. Merek *) (milik sendiri,4isensi)

VI. DATA LAIN

I. PRODUKSI SELAMA SETAHUN

PERLUASAN
JENIS INDUSTRI : .........
ruMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH
PERLUASAN

NO. KOMODITI
SEBELUM

PERLUASAN
SETEI,AH

PERLUASAN
Volume Nilai *)

I

2

Dalam Negen

Ekspor

No
Komoditi Kapasitas Terpasang

KeteranganSebelum
Perluasan

Setelalr
Perluasan

Sebelum
Perluasan

Setelah
Perluasan

Satltan

I Nilai n) | volume
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II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH M ESIN/PERALATAN SETELAH PERLUAS AN

a. Mesin/Peralatan Produksi

*) Harga Impor (C & F), Kurs : Rp.

b. Mesir/Peralatan Pengendalian Pencemaran

*) Harga Impor (C & F), Kurs : Rp.

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHLIN

*) Harga Impor (C & F), Kurs .. :RP

No.
Nama Mesin/

Peralatan Jumlah
Kapasitas

Terpasang dan
Spesifikasi

Merek
dan

Tahun

Negara
Asal

Harga *)

Rp. Juta

Dalarn Negeri

Impor:

No
Nama Mesfi/

Peralatan Jumlah
Kapasitas

Terpasang dan
Spesifikasi

Merek
dan

Tahun

Negara
Asal

Harga +)

Rp. Juta

Dalam Negeri

lmpor

No. Nama dan

Spesifikasi
Jurnlah Satuan Negara

Asal
Harga *)

Rp. Juta

Keterangan

Dalam Negeri

Impor:
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IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang Setelah Perluasan .M2

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGLTNAKAN SETELAH PERLUASAN

No. Nama dan
Spesifikasi

Kapasitas
Terpasang

Satuan Jumlah
Pemakaian/Th

Satuan

1

2
Air
Energi Penggerak
1) Listrik

- PLN
- Pembangkit

sendiri
2) Gas
3) Lain-lain

Liter/detik

KVA
KVA

mmcf/hari

Liter

KwH
KwH

mmcf

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak
melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta,
Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila tenyata tidak benar, kami
bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perafuran Perundang-undangan yang
berlaku.

N;; ;.; ;d" ;il"; P;r3f;;,

Asli bennaterai
Rp. 6000

( )
Tembusan:
L Bupati Aceh Utara.
2. Arsip.

*) Coretyang tidak perlu



LAMPIRAN XXVII PERATTJRAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR :1TAHUN2007
TANGCAL : 20 FEBRUARI2007

Diisi oleh Perusahaan

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

Model SP IV

Informasi Industri
(Tanpa Melalui Tahap
Persehdrran PrinsiJr)

Semester : Pertama
Tahun

Kepada Yth.
Kepala Dinas PERINDAGKOP
Kabupaten Aceh Utara
di-

Lhokseumawe

... Tsl
TandaTangan :

Penanggung Jawab
Nama Terang :

Jabatan :

I KETERANGAN UMUM:

Nama Perusahaan
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri
Nomor Pokok Waiib Paiak (NPWP)
Jenis Industri (KBLI)

II. PRODUKSI
dalam J

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnyq dan apabila
temyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tembusan :

L Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD
3 Arsip.

+) Coret yang tidak perlu

No. Komoditi KKI Jumlah Satuan Nilai Harga
Jual Pabrik (Rn.)



LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : I TAHUN2007
TANCGAL : 20FEBRUARI2007

Diisi oleh Perusahaan

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

Model SP V

Informasi Industri
(Tanpa Melalui Tahap
Persefiirran PrinsiJr)

Kepada Yth.
Kepala Dinas PERINDAGKOP
Kabupaten Aceh Utara
di-

Lhokseumawe

Tahun

I. KETERANGANUMUM:

Nama Perusahaan
Nomor dan Tanggal lzin Usaha lndustri/lzin Perluasan :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Jenrs lndustn (KBLI)

II. PRODUKSI

NO. KOMODITI KKI JUMLAH NILAT (Rp.) **)

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONC

No.
Bahan Baku/

Bahan
Penolong

Satuan

Dalam Neseri Imnor Tota I

Jml Nilai
IRn \

Jml
Nilai
C&F
IRn \

Jml Nilai
(Rn )

*) Coret yang tidak perlu
**) Hargajual pabrik

fsrruAN I
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IV. PEMASARAN
Juta

*) Kurs

V. TENAGA KEzuA

VI. PEMAKAIAN ENERGI/AIR SELAMA SETAHLIN

VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN
(Diisi sesuai dengan jenis limbah yang dikeluarkan serta cara
limbahnya)

Rp

Dalam Negeri Ekspor
No Komoditi Satuan Jml Nilai

(Rp )
Jml Nilai

(FOB)*)
(Rp.)

Negara
Tujuan

l. Tenaga Ke{a Indonesia
- Laki-laki
- Wanita

2. Tenaga Kerja Asing
Jumlah

orang
orang
orang

l. Tenaga Listrik
- Pembangkit Sendiri
- PLN

2. Gas

3. Air
4. Lain-lain

(KwH)
(KwH)
(mmcf)
(M3)
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VIII. PERUBAHAN PENANGGTING JAWAB PERUSAHAAN(ika ada)

IX. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Demikian keterangan ini kami buat dengirn sebenarnya, dan apabilatemyata tidak benar, kami bersedia mere.ira sanksi sesuar denganketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tembusan:
l. Bupati Aceh Utara
2. rcepata Oinas pfnfNDAG prov. NAD3 Arsip.

+) Coret yang tidak perlu

.-.Tgl
TandaTangan :

Penanggung Jawab :

NamaTerang :

Jabatan :

No. UNG
JAWAB LAMA

G
JAWAB BARU

AKTE PER
NOTARIS





LAMPIRAN XXIX PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR :1TAHUN2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Model SP VI

KOP SURAT T'I{IT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

KABUPATEN ACEH {-ITARA
NOMOR:

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI

(TAMA MELALUI TATIAP PERSETUJUAN PRINSIP)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABI.JPATEN ACEH UTARA

Membaca : Surat dari .Nomor
tanggal perihal

Menimbang a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pem-
bargunan pabrik dan sarana produksi oleh perusahaan industri

dianggap te lah memenuhi syarat-syarat
yang diperlukan bagi industri tersebut untuk mendapatkan Izin Usaha
Industri;

b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.

Mengingat I . Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan

Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha

lndustri;
4. Keputusan hesiden RI Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan

Pemberian lzin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Mentsri Perindustrian Nomor : 250tWSKll0ll994

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak
Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;

6. Sumt Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148/N{/SW7/1995
tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses
Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkrngan
S€rta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
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7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 444IMPP/
Kepl9l1998 jo. Nomor : 24/MPP Kepll llc)99 tentang Organisasi dan

Tata Ke{a Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Kepurusan Menten Perindustrian dan Perdagangan Nomor:394/MPP/

Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi dan Kantor
Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya,

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 589/MPP/
Kep/IO/l999 tentang Penetapan Jenis-jenis lndustri Dalam Pembinaan
Masing-masing Direktorat Jendeml dan Kewenangan Pemberian Izin
Bidang lndustri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen
Penndustrian dan Perdagangan;

I0. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 590/MPP/
Kepll0/199 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Usaha
lndustri, lzin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

1 1. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha
lndustri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (lP).

12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Tahtrn ......... tentang
Ketenfuan dan Tata Cara Pernberian Izin Usaha Industri (lUI), Tanda Daftar
Industri (TDI) dan Izin Perluasan (lP).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI

KEDUA

Kepada
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Untuk menjalankan Perusahaan Industri
l. Jenis Industri (KBLI)
2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaar

b. Alamat Pabnk

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha
Industri ini.

Izin Usaha Industri ini berlal.u selama pemsahaan industri ini beroperasi,
kecuali apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai
tanggal Surat Pemyataan dibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik
dan sarana produksi serta tidak mernenuhi kesanggupan yang tercantum
dalam Surat Pernyataan, Izin Usaha lndustri batal dengan sendimya.
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KETIGA Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Surat Pernyataan tertanggal yang dibuat oleh perusahaan yang
bersangkutan.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan
peraturan penrndang-undangan lain yang berlaku.

KELIMA : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Utara

NIP

TEMBUSAN :

l. BupatiAceh Utara.

2. KepalaDinas PERINDAG Prov. NAD
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.
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BA'IASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDI.JSTRI :

PENANGGLING JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERIA DAN
MEREK DAGANG :

1. Penanggung Jawab :

a. Nama
b. Alamat
c. Nama Pemilik

( Berdasarkan Akte Pendidan)
2. Produksi:

a. Komoditi lndustri
b. Kapasitas Terpasang Pertahun

3. Total Investasi
4. Jumlah Tenaga Kerja :

a. Indonesia
b. Asing

oraflg
orang

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan
persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.

2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap
nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya I
(satu) bulan setelah perubahan dilakukan.

. Wajib menyampaikar informasi industri setiap semester Pertama paling lambat
tanggal 3l Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun
berikutnya.

4. Wajib mengajukan lzin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan
produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin yang diberikan.

5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam
serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan
hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya
termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR :

TANGGAL :

l.
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III. GUDANG

Luas Gudang M2

IV RINCIAN PRODUKSI

No. Komoditi KKI Kapasitas Terpasang
Pertahun

Satuan

lzin Usaha lndustn ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penylmpanan yang

berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan,

perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan

usaha industri.

Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin

Uiaha lndustri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Kepala Dinas Perindustrian. Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

NIP





LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR :1TAHUN2007
TANC,GAI :20 FEBRUARI 2007

Model SP VIA

KOP SURAT UNIT
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABIJPATEN ACEH UTARA

NOMOR:

TENTANG
IZIN USA}IA INDUSTRI

TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP I) (RUSAK/HILANG)

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN ACEH UTARA

Membaca : Surat dari Nomor
tanggal perihal

Menimbang a. bahwa berdasarkan surat ters€but di atas serta bukti-bukti yang ad4
kepada perusahaan industri perlu diberikan lzin Usaha
Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri yang *)
Rusak/Hilang;

b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.

Mengingat I . Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan

Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan lndustri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha

Industri;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan

Pemberian Izin Usaha lndustri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor :250/M/SWl0ll994

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak
Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;

6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148tMlSK/711995
tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses
Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan
Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 444lMpp/
Kep/9/1998 jo. Nomor : 24llv[PPlKepllll ggg tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;





Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

xxx-2

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :394lN1PPl
KeplS/1999 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Kantor Wilayah
Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi dan Kantor
Departonen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 589/MPP/
Kep/I0/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan
Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin
Bidang Industn dan Perdagangan di Lingkungan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 590/MPP/
Kepi I 0i 1 999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pernberian Izin U saha
Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

I l. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang lzin Usaha
Industri (lUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan lzin Perluasan (lP).

12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor ............. Tahu ......... tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Usaha Industri
(IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan (lP).

MEMT]TIJSKAN

Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI baru dengan alasan *) rusak4rilang

Kepada
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

lJntuk menjalankan Pemsahaan Industri

I . Jenis Indmtri (KBLI)
2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaan

b. Alamat Pabrik

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlarnpir pada lzin Usaha
Industri ini.

Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi,
kecuali apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai
tanggal Surat Pemyataan dibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik
dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan yang tercantum
dalam Surat Pernyataan, Izin Usaha Industri batal dengan sendinnya.

lzin Usaha lndustri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Surat Pernyataan tertanggal yang dibuat oleh perusahaan yang
bersangkutan.
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KEEMPAT : lzin Usaha Industri initerlepas darilzin-izn yang diharuskan berdasarkan
peraturan poundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Dinas Perindustrian, Pudagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Utara

TEMBUSAN :

l. Bupati Aceh Utara.

2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD
3. Arsip.

t) Coret yang tidak perlu.

NIP
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR ..

TANGGAL :

I. PENANGGLNC JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERIA DAN
MEREK DAGANG:

l. Penanggung Jawab :

a. Nama
b. Alamat
c. Nama Pemilik

( Berdasarkan Akte Pendirian
2- Produksi:

a. Komoditi Industri
b. Kapasitas Terpasang Pertahun

3. Total Investasi
4. Jumlah Tenaga Ke{a :

a. lndonesia
b. Asing

5. Merek *) (mitik sendiri/lisensi)

orang
orang

II. KETENTUAN

l. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan
perseflUuan terlebih dahulu dari pejabat yang rnemben izin.

2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap
nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya I
(satu) bulan setelah perubahan dilakukan.

3. Wajib menyamparkan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat
tanggal 31 Juni dan setahun sekali paling lambat tanggal 3l Januari tahun
berikutnya.

4. Wajib mengajt&an lzin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan
produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin yang diberikan.

5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta
mencegahan timbulnya kenrsakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup
serta yang menyangkul keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk
pengangkutannya dan keselamatan kerja.

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :
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6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang
berada dalam komplek usaha indusffi yang digunakan untuk penyimpanan peralatan,
perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan
usaha industri-

Luas Gudarg M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

No Kornoditi KKI Kapasitas Terpasang
Pertahun

Satrnn

Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Ponegang Izin
Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Utara

NiP.



LAMPIRAN ruOfl PERATURAN BUPATI ACEH T]-TARA
NOMOR : lTAHUN2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja Model SP VII
KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR

TENTANG
IZIN PERLUASAN

TANPA MELALUI TATIAP PERSETUJUAN PRINSIP

Membaca surat permintaan dari Nomor
tanggal perihal Permintaan Izin Perluasaq maka

berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati
Aceh UtaraNomor ..... Tahun memberikan :

IZIN PERLUASAN

Kepada
Nomor Pokok Wajib Pajak GfPWP)

Untuk menjalankan perusahaan industri :

1. Jenis Industri (KBLI)
2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Kantor : ....
b. Alamat Pabrik

Dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.
Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha lndustri yang
dimiliki dan berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

Ditetapkan di :

Pade tnnoosl

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utara

NIP

TEMBUSAN :

l. Bupati Aceh Utara.

2. Kepla Dinas PERINDAG Prov. NAD.

3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDAGKOP
KABUPATEN ACEH UTARA

TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I, PRODUKSI, IN\,'ESTASI. TENAGA KEzuA DAN MEREK DAGANG :

l. Produksi :

a. Komoditi Industri (KKI)
b. Kapasitas Terpasang Pertahun

2. Total Investasi
a. Modal Mesin Peralatan
b. Modal Ke{a

3. Jumlah Tenaga Ke{a
a. Indonesia
b. Asing

orang
orang

4. Merek *) (milik sendiri/lisensi)

II KETENTI]AN:

l. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industn wajib mendapatkan
persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.

2. Menyampaikan pemberitahuan ternrlis apabila mengadakan perubahan terhadap
nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya I
(satu) bulan setelal.r perubahan dilakukan.

3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat
tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 3l Januari tahun
berikutnya.

4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan
produksi melebihi 30 oA di ataskapasitas izin yang diberikan.

5. Wajib melaksanakal upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam
serta percegahan timbulnya kerusalan dan pencemaran terhadap lingkungan
hidup serta yang menyangkrrt keamanan alat, proses serta hasil produksinya
termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuar/peraturan penrndang-undangan
yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

Rp.
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III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau ternpat penyimpanan yang
berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan,
perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barangjadi untuk keperluan kegiatan
usaha industri.

Luas Gudang M2

IV. RINCIAN PRODUKSI

No Kornoditi KKI Kapasitas Terpasang
Pertahun

Satuan

Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin
Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 dan Peraturan Pelaksanaannya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Aceh Utara

NIP



LAMPIRAN XXXII PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR : I TAHUN2007
TANCTGAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOP SURAT UNIT

Model SP VIII

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

20......

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kab. Aceh Utara
di

Lhokseumawe

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor

I
2
3
4

Tanggal Perihal
...... setelah diadakan penelitian terhadap jenis dan

komoditi 
_ 
industri/lokasi poyek /kelengkapan Surat Pernyataan yang

berkaitan dengan persyaratan lzin Usaha krdustri, diperoleh hal-hal sebagai
berikut :

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan
bahwa permintaan Izin Usaha Industri yang Saudara ajukan ditunda,/
ditolak *) untuk diberikan.

Bagi Perusahaan Industri yang ditunda pemberian Izin Usaha
lndustri diberikan kesepakatan untuk melengkapi/memenuhi kelengkapan
Surat Pemyataan yang berkaitan dengan persyaratan Izin Usaha Induitri
dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya Surat
Penundaan dan apabila batas waktu tersebut dilampaui permintaan Izin
Usaha Industri ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Tembusan:

l. Bupati Aceh Utara

2. Kepala Dinas PERINDAG Prov. NAD
3. Anip

*) Coret yang tidak perlu

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kabupaten Aceh Utara

Penundaan/Penolakan *)
Permintaan Izin Usaha
Industri (Tanpa Melalui
Tahap Persetujuan hinsip)

NIP.



LAMPIRAN X XXIII PERATURAN BI.IPATI ACEH UTARA
NOMOR : ITAHUN2007
TANCCAL : 20 FEBRUARI 2007

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KOP SURAT LINIT

Nomor
Lampiran
Perihal : Penundaan iPenolakan *)

Permintaan Tanda Daftar
Industri

Model SP IX

20. .....

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi Kab. Aceh Utara.
di-

Lhokseumawe

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor
Tanggal Perihal

...... setelah diadakan penelitian terhadap ienis dan
komoditi industrVlokasi industri kecil/peisyaratan Tanda Ddfuir Industri,
diperoleh hal-hal sebagai berikut :
l.
2.
3.
4.

Sehubrmgan hal-hal tersebut di atag dengan ini kami beritahukan
bahwa pcrminraan Tanda Daftar Industri yang Saudara ajukan ditunda/
ditolak r) untuk diberikan.

Bagi Perusahaan tndustri yang ditunda pemberian Tanda Daftar
Industri diberikan kesepakatan untuk melengkapi/mernenuhi ketentuan
perizinan dalam waktu I (satu) bulan dan apabih batas wakru tersebut
dilampaui Tanda Daftar Industri ditolak.

Sekiaq untuk menjadi perhatian Saudara.

Tembusan:

l. Bupati Aceh Utua
2. Kepata Dinas PERINDAG Prov. NAD
3. Anip

t) Coret yang tidak perlu

Kep&la Dinas Perindusaian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten Aceh Utera

()
NIP.


